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PEDOMAN TRANSILITERASI 

A. Umum 

Transliterasi adalah merupakan pemindah alihan sebuah tulisan Arab kedalam 

bentuk tulisan latin (Indonesia), Hal ini, bukanlah merupakan terjemahan bahasa 

Arab kedalam bentuk bahasa Indonesia. Maka yang termasuk dalam kategori ini 

adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan apabila nama Arab dari bangsa Arab 

ditulis dengan ejaan sebagaimana dalam bahasa nasionalnya, ataupun sebagaimana 

tertulis daam bentuk buku yang menjadi bahan rujukan. Adapun penulisan judul 

buku dan footnote atau daftar pustaka maka tetap mengikuti ketentuan yang tertuang 

dalam transliterasi ini. 

Dari banyaknya sebuah pilihan dan ketentuan transliterasi yang bisa 

dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar nasional, 

berstandar internasional maupun ketentuan yang memang khusus digunakan oleh 

penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malangyakni menggunakan 

EYD plus, sehingga transliterasi  yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 

pada 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang 

sudah tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic 

Transliteration), INIS Fellow 1992. 

B. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf Latin, maka dapat 
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dilihat pada halaman sebagai berikut : 

 

 dl = ض Tidak dilambangkan = ا

 th = ط b = ب

 dh = ظ t = ت

 (koma menghadap keatas) „ = ع ts = ث

 gh = غ j = ج

 f = ف h = ح

 q = ق kh = خ

 k = ك d = د

 l = ل dz = ذ

 m = م r = ر

  n = ن z= ز

 w = و s = س

  h = ه s ش

 y = ي sh ص

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila berada di awal 

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 

apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka di lambangkan dengan tanda koma 

diatas („), berbalik dengan koma („) sebagai pengganti lambang “ع”. 
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C. Vokal, Panjang Dan Diftong 

Vokal dalam bahasa Arab, sama seperti voka bahasa Indonesia, yakni terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa sebuah danda dan harakat, 

transliterasinya adalah sebagai berikut : 

Tanda Nama  Hurus Latin  Nama 

 Fathhah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dhammah U U ا

 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak diperbolehkan digantikan dengan 

“I” akan tetpi tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di 

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah maka ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. 

Maka dapat diperhatikan dan dicermati contoh sebagai berikut : 

Diftong (aw) = و misalnya ول  menjadi qawla ق

Diftong (ay) = ي misalnya ير  menjadi khayrun خ

D. Ta’marbûthah (ة) 

Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 

kalimat, tapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka di 

transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya   ت        ت ر       menjadi al-risalat 

li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah yang terdiri di susunan mudlaf 
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dan mudlaf layh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang 

disambungkan dengan kalimat yang berikutnya, misalnya       ت        menjadi Fi 

Rahmatillah. 

E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalâlah 

Kata sandang yang berupa “al” (ال ) di tulis dangan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan jika “al” dalam lafadh al-Jalâlah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

Sehingga dapat diperhatikan beberapa contoh sebagai berikut : 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy menyatakan... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya yang menjelaskan... 

3. Masyâ‟ Allâhkânawamâ lam yasya‟ lam yakun. 

4. Billâh „azzawajalla. 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

Sejatinya pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahsa Arab harus 

ditulis dengan menggunakan pedoman sistem transliterasi. Jika kata tersebut 

merupakan menunjjukkan dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah di 

Indonesiakan,maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. 

Sebagaimana Contoh berikut : 

„‟…Abdurrhaman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais 

mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk 

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan 

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, 
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namun…‟‟ 

Perhatikan penulisan nama „‟Abdurrahman Wahid,‟‟ „‟ Amien Rais‟‟ dan kata 

„‟shalat‟‟ ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang 

disesuakan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari 

Bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk 

itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis 

dengan “shalât.” 
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ABSTRAK 

 

 Moh. Ainul Yaqin, 18220070, 2022. PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF 

DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT 

JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). Skripsi, 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti, 

S.HI., M.H. 

 

KATA KUNCI: Prinsip Deklaratif, Pendaftaran Hak Cipta, DirjenKI 

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta masih terdapat sebuah 

kerancuan, karena Pemerintah memberikan kewenangan kepada Sub Bidang Kekayaan 

Intelektual dalam pelayanan pencatatan ciptaan. Hal ini, mencederai perinsip deklaratif 

dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini, bertujuan 

untuk mengkaji penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Penyelidikan yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan 

belum didaftarkan.  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris di Kanwil Kemenkumham 

Jatim. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data 

primer dan data sekunder serta pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan 

studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data  dalam penelitian ini, melalui beberapa 

tahapan: Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan prinsip deklaratif dalam 

pendaftaran hak cipta diperoleh secara otomatis oleh pencipta setelah kaya cipta selesai 

dibuat dan berbentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

perundang undangan. Pencatatan atas karya cipta hanya anggapan hukum saja, bahwa 

karya cipta sudah selesai dibuat. Sedangkan penyelidikan yang dilakukan pertama kali, 

yakni tracking. kegiatan tracking terhadap suatu karya cipta dilakukan setelah pencipta 

atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaan dan/atau melakukan pelaporan 

pelanggaran hak cipta. Selanjutnya berkas diferivikasi oleh petugas, jika berkas laporan 

pelanggaran dari pelapor sudah lengkap, maka selanjutnya dikirim ke Polda Jatim untuk 

melakukan penyidikan dan hasil dari penyidikan dikirimkan kembali ke pihak Sub 

Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. 
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ABSTRACT 

 

Moh. Ainul Yaqin, 18220070, 2022. APPLICATION OF DECLARATIVE 

PRINCIPLES IN COPYRIGHT REGISTRATION BY THE 

DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (Study at 

the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East 

Java). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi 

Fidhayanti, S.HI., M.H. 

 

 KEYWORDS: Declarative Principle, Copyright Registration, DirjenKI 

The application of the declarative principle in copyright registration still has a 

confusion, because the Government gives authority to the Intellectual Property Sub-

Division in the service of recording creations. This injures the declarative principle and 

Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study aims to examine the 

application of declarative principles in copyright registration by the Directorate General 

of Intellectual Property and investigations conducted by the Directorate General of 

Intellectual Property to newly announced and unregistered creations.  

This type of research uses empirical research in the Regional Office of the 

Ministry of Law and Human Rights of East Java. Then using a sociological juridical 

approach with primary data sources and secondary data and data collection obtained by 

interviews and documentation studies. Data processing and analysis in this study, went 

through several stages: Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion. 

The results showed, that the application of the declarative principle in the 

registration of copyrights is obtained automatically by the creator after the rich 

copyright is completed and is in tangible form, without prejudice to restrictions in 

accordance with the provisions of the legislation. The recording of copyrighted works is 

only a legal assumption, that the copyrighted work has been completed. Meanwhile, the 

investigation that was carried out for the first time, namely tracking. Tracking activities 

for a copyrighted work are carried out after the creator or copyright holder records the 

work and/or reports copyright infringement. Furthermore, the file is fermented by the 

officer, if the file of the violation report from the whistleblower is complete, then it is 

then sent to the East Java Regional Police to conduct an investigation and the results of 

the investigation are sent back to the Sub-Division of Intellectual Property of the 

Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java. 
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س خ ص بث   ح    

 

يه ق ي يه ال تطبيك المبادئ التعريفيت في تسجيل حك المؤلف مه لبل المديريت . 2022، 17220080، محمد ع

 العامت للملكيت الفكريت )دراست في المكتب الإلليمي لوزارة الماوون وحموق الإوسان في جاوة الشرليت(.

ِعت اٌذٌٚت أطشٚحت، بشٔاِج دساست اٌمأْٛ الالخصادٞ اٌششعٟ، و١ٍت اٌشش٠عت، ِٛلأا ِاٌه ئبشا١ُ٘ جا

ترالإسلا١ِت ِالأغ. اٌّششف:  س مج تي ال ن داي  دور ف

 

 DirjenKIاٌّبذأ اٌخعش٠فٟ، حسج١ً حك اٌّإٌف،  الكلماث المفتاحيت:

ٚلا ٠ضاي ٕ٘ان اسحبان فٟ حطب١ك اٌّبذأ اٌخصش٠حٟ فٟ حسج١ً حك اٌّإٌف، لأْ اٌحىِٛت حّٕح اٌسٍطت 

بشأْ حك  2012ٌعاَ  27الإبذاعاث. ٘زا ٠ضش باٌمأْٛ سلُ ٌٍشعبت اٌفشع١ت ٌٍٍّى١ت اٌفىش٠ت فٟ خذِت حسج١ً 

اٌّإٌف. حٙذف ٘زٖ اٌذساست ئٌٝ فحص حطب١ك اٌّبادئ اٌخعش٠ف١ت فٟ حسج١ً حمٛق اٌطبع ٚإٌشش ِٓ لبً اٌّذ٠ش٠ت 

ثا ٚغ١ش اٌعاِت ٌٍٍّى١ت اٌفىش٠ت ٚاٌخحم١ماث اٌخٟ حجش٠ٙا اٌّذ٠ش٠ت اٌعاِت ٌٍٍّى١ت اٌفىش٠ت عٍٝ الإبذاعاث اٌّعٍٕت حذ٠

 اٌّسجٍت.

٠سخخذَ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌبحٛد اٌبحٛد اٌخجش٠ب١ت فٟ اٌّىخب الإل١ٍّٟ ٌٛصاسة اٌمأْٛ ٚحمٛق الإٔساْ فٟ 

جاٚة اٌششل١ت. ثُ اسخخذاَ إٌّٙج اٌمأٟٛٔ الاجخّاعٟ ِع ِصادس اٌب١أاث الأ١ٌٚت ٚاٌب١أاث اٌثا٠ٛٔت ٚجّع اٌب١أاث 

بلاث ٚدساساث اٌخٛث١ك. ِشث ِعاٌجت اٌب١أاث ٚحح١ٍٍٙا فٟ ٘زٖ اٌذساست بعذة اٌخٟ حُ اٌحصٛي ع١ٍٙا عٓ طش٠ك اٌّما

 اٌخحش٠ش ٚاٌخص١ٕف ٚاٌخح١ًٍ ٚاٌخحمك.ِشاحً: 

ٚأظٙشث إٌخائج، أْ حطب١ك اٌّبذأ اٌخصش٠حٟ فٟ حسج١ً حمٛق اٌّإٌف ٠حصً ع١ٍٗ اٌّبذع حٍمائ١ا بعذ 

ي باٌم١ٛد ٚفما لأحىاَ اٌخشش٠ع. حسج١ً الأعّاي اوخّاي حك اٌّإٌف اٌغٕٟ ٠ٚىْٛ فٟ شىً ٍِّٛط، دْٚ الإخلا

اٌّح١ّت بحمٛق اٌطبع ٚإٌشش ٘ٛ ِجشد افخشاض لأٟٛٔ ، أْ اٌعًّ اٌّحّٟ بحمٛق اٌطبع ٚإٌشش لذ اوخًّ. ٚفٟ 

ٌعًّ ِحّٟ بحمٛق اٌطبع  اٌخخبع. ٠خُ حٕف١ز أٔشطت اٌخخبعاٌٛلج ٔفسٗ ، اٌخحم١ك اٌزٞ حُ ئجشاؤٖ لأٚي ِشة ، ٚ٘ٛ 

بعذ أْ ٠سجً إٌّشئ أٚ صاحب حمٛق اٌطبع ٚإٌشش اٌعًّ ٚ / أٚ ٠بٍغ عٓ أخٙان حمٛق اٌطبع ٚإٌشش.  ٚإٌشش

علاٚة عٍٝ رٌه ، ٠خُ حخ١ّش اٌٍّف ِٓ لبً اٌضابظ ، ئرا واْ ٍِف حمش٠ش الأخٙان ِٓ اٌّبٍغ١ٓ عٓ اٌّخاٌفاث واِلا 

حم١ك ٠ٚخُ ئسساي ٔخائج اٌخحم١ك ِشة أخشٜ ئٌٝ اٌمسُ ، ئسساٌٗ بعذ رٌه ئٌٝ ششطت جاٚة اٌششل١ت الإل١ّ١ٍت لإجشاء ح

 اٌفشعٟ ٌٍٍّى١ت اٌفىش٠ت اٌخابع ٌٍّىخب الإل١ٍّٟ ٌٛصاسة اٌمأْٛ ٚحمٛق الإٔساْ فٟ جاٚة اٌششل١ت.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hak atas kepemilikan terhadap 

suatu karya yang lahir atau timbul karena sebab adanya kemampuan intelektualitas 

manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya yang sudah 

dihasilkan merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan buah dari 

kemampuan intelektualitas manusia atau seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi melalui daya cipta, karsa, rasa, dan karyanya yang mempunyai sebuah 

nilai moral, praktis, dan ekonomi.  

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud, tapi  

memiliki peran yang sangat besar untuk memajukan peradaban umat manusia. 

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual diberikan oleh negara untuk 

memberikan rangsangan agar minat para pencipta, penemu, dan pendesain agar 

mereka memiliki semangat yang tinggi dalam menghasilkan ataupun membuat 

karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
1
 

Hak kekayaan intelektual merupakan kategori dari suatu hak yang memiliki 

karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut langsung diberikan oleh 

negara. Hal ini, negara berdasarkan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan 

yang memberikan hak khusus tersebut kepada yang memiliki hak sesuai dengan 

                                                      
1
 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, (Yogyakart : Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 6. 
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prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
2
 

Adapun hak kekayaan intelektual terdapat beberapa bagian salah satunya adalah 

hak cipta. Dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta 

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
3
 Mengenai dengan hak eksklusif yang 

dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta terbagi menjadi dua bagian 

yaitu hak moral dan hak ekonomi.
4
 

Dalam rangka mewujudkan hak eksklusif, maka seseorang atau pencipta 

melakukan usaha untuk mencatatkan ciptaannya ke lembaga yang berwenang, yakni 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, manusia dalam 

membuat sebuah karya cipta pasti menggunakan segenap usaha, pikiran dan 

tenaganya untuk menunjukkan keaslian dan ciri khas yang berada pada setiap 

ciptaan. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa ciptaan merupakan setiap hasil dari suatu 

karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang menghasilkan atas 

inspirasi, kemampuan, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang di 

                                                      
2
 Sentosa Sembiring, Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-Undanga,  (Bandung: Yrama 

Widya 2002), 13. 
3
 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

4
 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang : Setara Press, Cet. III, 2020), 42. 
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ekspresikan dalam suatu bentuk karya yang nyata.
5
 

Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya sebuah unsur plagiasi terhadap suatu 

karya cipta yang telah dibuat atau dihasilkan oleh seseorang ataupun kelompok yang 

sudah berbentuk nyata, maka muncul sebuah aturan yakni Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara khusus mengatur dan melindungi 

pemilik hak cipta yang terdaftar maupun yang belum terdaftar. Undang-undang hak 

cipta hadir untuk memberikan sebuah kepastian hukum kepada para pencipta atau 

orang yang sudah dijamin hak eksklusifnya terhadap ciptaanya. Dijelaskan dalam 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-

sendiri ataupu secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas 

dan pribadi.
6
 

Hak Cipta adalah merupakan suatu hak yang wajib dan harus dilindungi, karena 

hak cipta bagian dari karya yang lahir dari seorang maupun kelompok masyarakat 

yang menjadi suatu penghargaan terhadap suatu karya. Oleh karenanya, pelestarian 

terhadap hak cipta menjadi isu yang sangat penting di era ekonomi global. Melihat 

terhadap tantangan perekonomian global yang semakin hari semakin rumit. Negara 

Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan budaya, seni, dan lain sebagainya, 

maka patut kiranya untuk mengakomodir semua kepampuan dan kelebihan yang 

dimiliki oleh setiap rakyatnya. 

Dalam hal ini, hak cipta yang merupakan merupakan bagian dari sekumpulan 

                                                      
5
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

6
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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hak, dimana hak kekayaan intelektual yang peraturannya ada di dalam ilmu hukum, 

dan dinamika hukum kekayaan intelektual.
7
 Dengan begitu telah menjadi kewajiban 

pemerintah untuk melindungi hak cipta yang ada di dalam sebuah negara. 

Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta yang tentunya akan 

memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya.
8
 Perlindungan terhadap hak 

cipta sangat penting sekali, menghingat selain hak cipta dapat menghasilkan sebuah 

keuntungan bagi para pemiliknya, hak cipta juga merupakan kekayaan yang tak 

ternilai harganya baik dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi, politik, dan 

budaya. 

Dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Hak Cipta tentang diadakannya ketentuan mengenai pendaftaran suatu ciptaan atau 

karya cipta. Pendaftaran ciptaan ini, ternyata tidak mutlak diharuskan atau bukan 

merupakan suatu keharusan bagi pencipta ataupun bagi pemegang hak cipta, sebab 

tanpa pendaftaran hak cipta yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan walaupun 

tidak atau belum di umumkan tetap diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang 

sudah dicatatkan atau didaftarkan.  

Timbulnya perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu sudah 

ada atau terwujud dan bukan karena sebab pendaftaran. Dapat diambil merah dari 

pembahasaan diatas, perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung pada 

kepentingan penciptanya itu sendiri. Suatu karya cipta baik yang sudah terdaftar 

                                                      
7
 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. 

II, 2007), 54. 
8
 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan Integrasi Isam, 

(Malang : UINMaliki Press, 201), 37. 
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ataupun belum terdaftar, maka tetap dilindungi oleh Negara, sehingga dalam hal ini, 

juga tidak mewajibkan kepada penciptanya untuk mencatatkan atau mendaftarkan 

ciptaanya. 

Dijelaskan di dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa pencataan ciptaan dan produk hak terkait 

sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk 

mendapatkan hak cipta dan hak terkait.
9
 Dengan demikian, pendaftaran ciptaan atau 

karya cipta itu sama sekali menentukan ataupun mempengaruhi dapat atau tidaknya 

dimiliki sebuah hak cipta atas suatu ciptaannya. 

Perlindungan terhadap hak cipta dapat diwujudkan dalam pemberian hak 

eksklusif dan penerapan prinsip dekaratif. Hak eksklusis disini hanya diperuntukkan 

secara khusus bagi seorang pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang 

memanfaatkan haknya tersebut tanpa izin pencipta. Hal ini, seorang yang memegang 

hak cipta yang bukan seorang pencipta, maka hanya memiliki sebagian hak dari kak 

eksklusif  yakni berupa hak ekonomi. 

Adapun yang dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang yang 

tidak mengharuskan adanya suatu pencatatan suatu ciptaan. Istilah pencatatan dalam 

hal ini, sama dengan istilah pendaftaran dalam Undang-undang hak cipta terdahulu.
10

 

Meskipun seorang pencipta tidak mencatatkan ciptaanya akan tetapi pencipta 

tersebut tetap mendapatkan sebuah perlindungan hukum ketika ciptaan itu selesai 

dibuat dalam bentuk nyata, yakni berupa hak untuk melakukan sebuah pengontrolan 

                                                      
9
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

10
 Cek HKI, Mengenal Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta, Diakses 31 Mei 2022, 

https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/. 

https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/
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agar tidak ada seorangpun yang dapat memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta. 

Dengan adanya Direktoral Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang memiliki 

tugas untuk melaksanakan penyiapan, perumusan, dan koordinasi terhadap sebuah 

kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan 

kekayaan intelektual. Penyiapan pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan 

pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan 

asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Indonesia setra 

penyiapan pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap 

ilmu pengetahuan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
11

 

Adanya tugas tersebut yang di emban oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan 

Intelektual paling tidak nantinya harus bisa melakukan identifikasi dan melakukan 

sebuah penyelidikan terhadap suatu karya cipta yang baru di umumkan dan belum 

didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  untuk benar-benar 

memastikan adanya karya cipta yang sudah dibuat dan dilayangkan dalam bentuk 

nyata tersebut. Juga terkait bagaimana suatu perlindungan hukum terhadap 

penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jenderal 

Kekayaan intelektual. 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis memilih sebuah tempat lokasi penelitian 

yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Jawa Timur Khususnya di Sub Bidang Kekayaan Intelektual. Guna untuk 

                                                      
11

 Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan, Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik 

Indonesia, Diakses 27 Januari 2022, https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/profil-

risbang/direktorat-pengelolaan-kekayaan-intelektual/.  

https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/profil-risbang/direktorat-pengelolaan-kekayaan-intelektual/
https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/profil-risbang/direktorat-pengelolaan-kekayaan-intelektual/
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mendapatkan atau memperoleh sebuah data yang konkrit tentang prosedural dan 

penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta. 

Adapun salah satu pemicu terjadinya sebuah sengketa hak cipta, yakni karena 

pencipta tidak mendaftarkan ciptaanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

sehingga ada pihak lain yang mengakuisisi ciptaan tersebut dengan melakukan 

sebuah pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, meskipun sudah 

sangat jelas dalam hak cipta ada sebuah sistem dalam penentuannya yakni dengan 

prinsip deklaratif yang hanya di khususkan bagi seorang pencipta saja. 

Pendaftaran dalam undang-undang hak cipta masih dilakukan secara pasif, atau 

juga bisa disebut dengan sistem pendaftaran yang negatif deklaratif. Artinya hal ini, 

semua pendaftaran di terima dengan tidak terdahulu melakukan sebuah penelitian 

terhadap hak pemohon, kecuali jika memang sudah ada indikasi pelanggaran hak 

cipta. Sistem pendaftaran ini, seakan-akan lebih dititik beratkan pada anggapan 

sebagai pencipta terhadap hak yang telah didaftarakan, sampai ada orang lain yang 

dapat membuktikan sebaliknya.
12

 

Dalam era ekonomi pasar bebas, perlindungan terhadap hak cipta menjadi isu 

yang sangat penting, karena Indonesia adalah satu satu negara yang sangat produktif 

dalam karya cipta, tentunya sangat wajib untuk melindungi setiap warga negaranya 

dari usaha plagiarisme dan piracy yang dilakukan oleh oknum atau orang yang tidak 

bertanggung jawab.
13

  

Seharusnya dengan adanya undang-undang sebagai pelindung dalam sitem 

                                                      
12

 Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual” Jurnal Ilmiah Advokasi, Vo;. 06. No. 

02 (2018). 
13

 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, Cet. III, 2020), 30. 
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penegakan hukum di negara Indonesia bukan hanya dijadikan sebagai pelengkap 

semata, tapi harus diselenggaran dan diterapkap terhadap seluruh elemen agar 

memberikan rasa adil, aman, dan nyaman. Sekarang sudah ada undang-undang yang 

mengatur secara khusus mengenai hak cipta, yakni Undang-undang nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, namun di dalamnya masih terdapat sebuah kerancuan 

mengenai hak cipta yang belum di catatkan/daftarkan, yakni seperti yang tertuang di 

dalam Pasal 40 ayat (3) yang berbunyi “Perlindungan sebagaimana disebutkan pada 

ayat (1) dan ayat (2) termasuk pada perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau 

belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang 

memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut. 

Seperti contoh kasus yang dilayangkan oleh Lebel Musik Nagaswara melakukan 

sebuah gugatan terhadap pihak Gen Halilintar atas pelanggaran hak cipta lagu karena 

Gen Halilintar melanggar hak cipta dengan sebab meng-cover lagi “lagu syantik”.
14

 

Awalnya lagu tersebut sudah populer semenjak tahun 2018 lalu yang di populerkan 

oleh Siti Badriah sang penyanyi dangdut legendaris. Cerita ini bermula ketika Gen 

Halilintar menyanyikan ulang lagu tersebut dengan mengubah sebagian liriknya dan 

memproduksi vidio klip tanpa izin pada tahun 2018. Kemudian lagu tersebut di 

unggah ke chanel youtubenya Gen Halilintar, maka sebab hal itu, pihak Nagaswara 

Publisherindo Musik melayangkan gugatan terhadap Gen Halilintar. 

Perlindungan hukum terhadap hak cipta yakni terhadap pencipta lagu harus di 

tegakkan sebagaimana mengacu terhadap Pasal 40 ayat (3) yang menyebutkan bahwa 

                                                      
14

 Dwana Muhfaqdilla, 5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Pernah Menimpa Sederetan Artis, 

Terbaru Kekeyi , Diakses pada 7 Juli 2022, 

https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi. 

https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi
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perlindungan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk 

perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi 

sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan 

tersebut. 

Dari latar belakar yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih intens dan menyeluruh dengan judul “Penerapan 

Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Jawa Timur)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan 

pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ? 

2. Bagaimana upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum 

didaftarkan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan rumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

2. Untuk memaparkan upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum 

didaftarkan  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis  dengan harapan 

bisa menjadi masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu 

hukum, khususnya dalam hukum hak kekayaan intelektual yang berfokus pada 

pembahasan hak cipta mengenai penerapan prinsip dekaratif dalam pendaftaran 



11 

 

hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang di analisis dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Juga mengenai 

sebuah upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk memperkaya khazanah keilmuan penulis dalam hal ilmu 

pengetahuan dan memahami terhadap ilmu hukum dalam ranah hukum hak 

kekayaan intelektual, dimana masa depan yang akan dilanjutkan untuk 

membidangi keilmuan penulis ialah seputar kajian ilmu hukum. 

b. Bagi Masyarakat 

1. Memberikan pencerahan atas landasan yuridis terkait dengan aturan hukum 

hak cipta terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan, 

juga terkait penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh 

Direktorak Jendral Hak Kekayaan Intelektual. 

2. Memberikan pemaparan secara komprehensif dan menyeluruh kepada 

masyarakat terkait dengan penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran 

hak cipta dan upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral 

Hak Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan 

belum didaftarkan. 

3. Semoga dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan sebuah pemaparan 

dan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Direktorat Jendral Kekayaan 
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Intelektual terkait dengan perlindungan hukum, prosesdur, dan penerapan 

prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional memuat 2 variabel yang spesifik dalam penelitian ini, 

sesuai dengan bahan atau objek yang diteliti. pertama, variabel yang bebas yang 

menentukan dan tidak terpengaruh variabel lain. kedua, variabel yang terikat yang 

dapat dipengaruhi oleh variabel lain yaitu sebagai berikut : 

a. Penerapan prinsip deklaratif adalah merupakan sebuah sistem yang tidak 

mengharuskan kepada pencipta untuk melakukan pendaftaran atau melakukan 

pencatatan. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis yang berdasarkan pada prinsip deklaraif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi sebuah pembatasan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah merupakan unsur pelaksana 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki sebuah 

tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 

Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15

 

 

 

 

 

                                                      
15

 Wikipedia, Diakses 1 Juli 2022 

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

membagi dalam 5 (lima) bab. Sehingga penulisan sistematika dalam penelitian ini 

terdiri atas : 

Bab I Pendahuluan, Menjelaskan latar belakang secara singkat terkait dengan 

urgensi masalah yang akan diteliti. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan adanya tujuan penelitian yang 

akan diperoleh dalam penelitian ini dan manfaat penelitian yang akan didapat setelah 

diadakannya penelitian ini. Selanjutnya menjelaskan tentang definisi operasional 

yang bermuatan definisi-definisi variabel yang akan diteliti. Adapun sistematika 

pembahasan adalah sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur. 

Bab II Tinjauan Pustaka, Penelitian terdahulu yang akan dijadikan batasan dan 

acuan oleh penulis dalam melaksankan penelitian agar terhindar dari kemiripan 

dengan karya ilmiah yang sebelumnya pernah di publikasikan. Selanjutnya 

menekankan pada pembahasan tentang teori-teori yang erat kaitannya dengan isu 

hukum yang akan diteliti. Kemudian dijadikan sebagai bahan analisis data yang telah 

berhasil dikumpulkan penulis yang bersumber dari penelitian lapangan. 

Bab III Metode Penelitian, Membahas muatan tentang metodologi yang akan 

penulis pilih dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis 

data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. dalam hal ini, akan 

dijadikan pedoman oleh penulis dalam proses penelitian. 

Bab IV Paparan dan Aanalisis Data, Berisi pembahasan pokok tentang semua 
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hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diperoleh penulis selama 

melaksanakan penelitian. Juga menyajikan data-data yang bersumber dari pustaka 

maupun hasil wawancara yang dilakukan penulis yang dapat menjadi jawaban dari  

rumusan masalah yang disusun. 

Bab V Penutup, Berisi kesimpulan dari pembahasan yang menjadi jawaban dari 

rumusan masalah yang telah disusun. Kumudian dengan adanya saran sebagai 

masukan dari penulis kepada pihak-pihak terkait untuk dijadikan bahan evaluasi 

menuju perbaikan kearah yang lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Mengenai penelitian yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum 

penetapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh direktorat Jendral 

Kekayaan Intelektual. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi oleh Lutifah Usnul Howyah, 2021 dengan judul “Upaya Perlindungan 

Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Dan Hukum Islam”.
16

  Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan 

data dengan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. 

Penelitian tersebut membahas tentang banyaknya kasus pelanggaran hak cipta di 

era digital yang sering terjadi seperti pembajakan software, coopy paste karya 

ilmiah, dan unduh film gratis. Maka sangat di harapkan  adanya perlindungan 

hukum yang intensif bagi pencipta dan  pemegang hak cipta sehingga memiliki 

sebuah perlindungan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan 

hukum.  

2. Skripsi oleh Isa Nurul Rahman, 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum 

Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna 

Tinajaun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dan 

Maqashid Syariah (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-

                                                      
16

 Lutifah Usnul Howyah, “Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam” (Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2021), http://etheses.uin-malang.ac.id/26574/.  

http://etheses.uin-malang.ac.id/26574/
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HKI/2015”.
17

 Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan 

konseptual. 

Penelitian tersebut membahas tentang putusan Mahkamah Agaung  yang mana 

dalam putusan tersebut kurang memuaskan. Yayasan Karya Cipta Indonesia yang 

sering melakukan keluhan terkait pendapatan pemungutan royalti yang jumlahnya 

relatif kecil dibandingkan dengan banyaknya pengguna karya cipta seperti 

musik/lagu. Juga dalam hal ini, pengguna juga kerap merasakan ketidakadilan 

dalam pemungutan royalti yang mana erat kaitannya dengan Direktorat Jendral 

Kekayaan Intelektual. Maka perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang  

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dan Maqashid Syariah. 

3. Skripsi oleh Ahmad Muzhaffar Al-Mucdhar, 2020 dengan judul “Peranan Divisi 

Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusi Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi 

Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi”.
18 

Metode penelitian yang  digunakan 

adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan sosiologis. 

Penelitian tersebut membahas tentang pentinya pelaku kreatif untuk memahami 

                                                      
17

 Isa Nurul Rahman, “Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta 

Oleh Pengguna Tinajaun UU No. 28 Tahun 2014 Dan Maqashid Syariah (Analisa Putusan Mahkamah 

Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015” (Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2020), http://etheses.uin-malang.ac.id/32079/1/13220026.pdf.  
18

 Ahmad Muzhaffar Al-Mucdhar, “Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam 

Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi” (Undergraduate Universitas Batanghari, 2020), 

http://repository.unbari.ac.id/732/1/AHMAD%20MUZHAFFAR%201700874201141.pdf.  

http://etheses.uin-malang.ac.id/32079/1/13220026.pdf
http://repository.unbari.ac.id/732/1/AHMAD%20MUZHAFFAR%201700874201141.pdf
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tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai upaya perlindungan dan komersialisasi 

karya musik. Sehingga juga memberikan penjelasan yang sangat komprehensif 

terkait dengan peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Jambi dalam memfasilitasi pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi. 

Adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni untuk 

melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi pelaku industri kreatif khususnya 

Musisi dan Pencipta Lagu. Sudah jelas di ketahui bahwa Pencatatan Hak Cipta 

tidak wajib untuk dilakukan sebab tujuan pemerintah menyelenggarakan hanya 

untuk memperoleh surat tanda penerimaan pencatatan atau sertifikat pendaftaran. 

Sedangkan Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang di dapatkan secara otomatis 

atas dasar prinsip deklaratif apabila ciptaan sudah berwujud nyata.  

4. Jurnal oleh Irfan Aditya Rasyid dan Amin Purnawan, 2020 dengan judul “Proses 

pendaftaran hak cipta dalam rangka kepastian hukum terhadap para pekerja 

industri kreatif dalam bidang musik di kantor wilayah kemenkumham provinsi 

jawa tengah”.
19

  Menggunakan metode penelitian yuridis-sosialis dalam artian 

sebuah permasalahan tidak cukup jika hanya ditinjau dari perundang-undangan 

saja tapi perlu penelitian lapangan agar mendapatkan data yang konkrit 

dimasyarakat.  

Penelitian tersebut membahas tentang proses pendaftaran hak cipta lagu atau 

album musik oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah 

                                                      
19

 Irfan Aditya Rasyid dan Amin Purnawan, “Proses pendaftaran hak cipta dalam rangka kepastian hukum 

terhadap para pekerja industri kreatif dalam bidang musik di kantor wilayah kemenkumham provinsi jawa 

tengah,” Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 (2020): 665-681, 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12171.  

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12171


18 

 

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan memberikan 

pemaparan tentang kendala yang terjadi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014, UUD 1945, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

dijadikan sebagai pisau analisis dalam melindungi kepastian hukunya saat 

melakukan pendaftaran. 

5. Jurnal oleh Rahmat Derajat Wiguna dan Tatty Aryani Ramli, 2020 dengan judul 

“Pelanggaran Terhadap Prinsip Deklaratif Melalui Syarat Content ID Oleh 

Youtube Atas Pengunggahan Dalam Bentuk Cover (Penyanyian Ulang) Yang 

Merugikan Pencipta”.
20

 Menggunakan metode penelitian hukum normatif. 

Penelitian tersebut membahas tentang permasalahan pelanggaran hak cipta yang 

sering terjadi diera modern yakni situs Youtube yang akhir-akhir ini mengalami 

kenaikan yang signifikan sehingga banyak orang yang berkarir menjadi youtuber. 

Karena setiap orang bisa dengan mudahnya melakukan pelanggaran hak cipta di 

internet seperti memanfaatkan Ciptaan orang lain tanpa izin dengan tujuan agar 

mendapatkan keuntungan ekonomi dengan fitur motesisasi yang di unggah seperti 

cover lagu yang di ungah di youtube.  Maka perlindungan hukum terhadap prinsip 

deklaratif harus pasti karena dengan adanya prinsip deklaratif Ciptaan tidak wajib 

untuk didaftarkan. 

 

 

                                                      
20

 Rahmat Derajat Wiguna dan Tatty Aryani Ramli, “Pelanggaran Terhadap Prinsip Deklaratif Melalui 

Syarat Content ID Oleh Youtube Atas Pengunggahan Dalam Bentuk Cover (Penyanyian Ulang) Yang 

Merugikan Pencipta” Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 06 No. 01 (2020): 1-4, 

https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/19158/pdf.  

https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/19158/pdf
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Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No. Nama, 

Judul, 

Tahun, 

Penelitian 

Hasil Penelitian  Persamaan Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Sekarang 

1. Lutifah Usnul 

Howyah, 

“Upaya 

Perlindungan 

Hukum Hak 

Cipta Di Era 

Digital Studi 

Undang-

Undang 

Nomor 28 

Tahun 2014 

Dan Hukum 

Islam”, 2021,  

Skripsi, 

Universitas 

Islam Negeri 

Maulana 

Perlindungan 

hukum terhadap 

Hak Cipta yang 

mengacu pada UU 

No. 28 Tahun 

2014 maka 

terdapat dua upaya 

pencegahan yakni 

secara preventif 

dan represif. 

Adapun 

perlindungan 

hukum jika 

mengacu pada 

hukum islam maka 

harus sesuai 

dengan syarat-

Sama-sama 

membahas 

tentang 

perlindungan 

hukum 

dalam hak 

cipta dan 

Undang-

Undang 

Nomor 28 

Tahun 2014 

tentang Hak 

Cipta yang 

dijadikan 

sebagai 

pisau analis. 

Lebih 

menekanka

n terhadap 

perlindunga

n hukum 

dalam 

pelanggara

n hak cipta 

di era 

digital dan 

menggunak

an 

penelitian 

normatif. 

Juga 

menganalis

is 

Fokus 

terhadap 

perlindunga

n hukum 

penetapan 

prinsip 

deklaratif 

dalam 

perdaftaran 

hak cipta 

dan 

menggunaka

n penelitian 

empiris. 
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Malik 

Ibrahim 

Malang. 

syarat dalam Haqq 

al-Ibtikar wajib 

sesuai dengan 

persyaratan hukum 

islam yang sah 

tanpa memberikan 

mafsadad bagi 

orang lain. 

menggunak

an hukum 

islam 

2. Isa Nurul 

Rahman, 

“Perlindunga

n Hukum 

Yayasan 

Karya Cipta 

Indonesia 

Atas 

Pelanggaran 

Hak Cipta 

Oleh 

Pengguna 

Tinajaun UU 

No. 28 Tahun 

Bahwa putusan 

Mahkamah Agung 

No. 122 

PK/Pdt.Sus-

HKI/201 dalam 

sengketa hak cipta 

lagu yang 

penggunaanya 

dibidang hiburan 

yang mana tidak 

selaras dengan 

prinsip keadilan 

dan prinsip 

ekonomi yang 

Sama-sama 

menggunaka

n pisau 

analisis 

Undang-

Undang 

Nomor 28 

Tahun 2014 

tentang Hak 

Cipta dalam 

menegakkan 

perlindungan 

hukum 

terhadap hak 

Objek 

penelitian 

berfokus 

pada 

putusan 

Mahkamah 

Agung 

dalam 

sengketa 

hak cipta 

lagu/musik 

yang krap 

terjadi 

keluhan 

Objen 

penelitian 

fokus 

terhadap 

perlindunga

n Hak Cipta 

terkait 

penetapan 

prinsip 

deklaratif 

dalam 

pendaftaran 

oleh 

direktorat 
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2014 Dan 

Maqashid 

Syariah 

(Analisa 

Putusan 

Mahkamah 

Agung No. 

122 

PK/Pdt.Sus-

HKI/2015”, 

2019, Skripsi, 

UIN Maliki 

Malang 

sudah menjadi 

dasar dalam sistem 

Hak Kekayaan 

Intelektual dan 

uga melanggar 

beberapa pasal 

dalam UU NO. 28 

Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 

Juga melanggar 

dalil dalam 

Maqosid Syariah 

yakni dalam 

memelihara harta. 

cipta. Dan 

juga 

memberikan 

perlindungan 

terhadap hak 

eksklusif 

pencipta dan 

pemegang 

hak cipta.  

Yayasan 

Karya 

Cipta 

Indonesia 

karena 

pemunguta

n royaltinya 

relatif 

kecil. 

Menggunak

an 

penelitian 

normatif. 

kekayaan 

intelektual 

serta 

menggunaka

n penelitian 

empiris. 

3.  Ahmad 

Muzhaffar 

Al-Mucdhar, 

“Peranan 

Divisi 

Pelayanan 

Hukum dan 

Hak Asasi 

Peran Divisi 

Pelayanan Hukum 

dan HAM Kantor 

Wilayah 

Kementrian 

Hukum dan Hak 

Asasi Manusia 

Jambi yakni 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

pendaftaran 

hak cipta 

dan 

menggunaka

n pisau 

Lebih fukus 

pada 

Perlindung

an Hukum 

pendaftaran 

Hak Cipta 

Lagu oleh 

Direktorat 

Lebih fokus 

pada 

Perlindunga

n Hukum 

penetapan 

Prinsip 

Deklaratif 

Dalam 
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Manusia 

Kementrian 

Hukum dan 

Hak Asasi 

Manusi 

Republik 

Indonesia 

Kantor 

Wilayah 

Jambi Dalam 

Memfasilitasi 

Pendaftaran 

Hak Cipta 

Lagu Di 

Jambi”, 

2020, Skripsi, 

Universitas 

Batanghari. 

memberikan 

fasilitas 

pendaftaran Hak 

Cipta Lagu agar 

mendapatkan 

perlindungan 

hukum atas 

Kekayaan 

Intelektual. Hal ini 

dilakukan untuk 

menjamin Hak 

Moral dan Hak 

Ekonomi Musisi 

dan Pencipta 

Lagu. 

analisis 

Undang-

Undang 

Nomor 28 

Tahun 2014 

tentang Hak 

cipta. 

Objek 

penelitianny

a sama di 

Kantor 

Wilayah 

Kementrian 

Hukum dan 

Hak Asasi 

Manusia. 

Sama 

penelitian 

Hukum 

Empiris 

Kekayaan 

Intelektual 

Kantor 

Wilayah 

Kementrian 

Hukum dan 

Hak Asasi 

Manusi 

Jambi. 

Pisau 

analisisnya 

juga 

menggunak

an 

Peraturan 

Mentri 

Hukum dan 

Hak Asasi 

Manusia 

Nomor 30 

Tahun 2018 

pendaftaran 

Hak Cipta 

Oleh 

Direktorak 

Jendral 

Kekayaan 

Intelektuan 

Jawa Timur. 

Mengenai 

karya Cipta 

yang baru di 

umumkan 

dan belum 

didaftarkan. 

4.  Irfan Aditya Proses pencatatan Sama-sama Objek Objek 
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Rasyid dan 

Amin 

Purnawan, 

“Proses 

pendaftaran 

hak cipta 

dalam rangka 

kepastian 

hukum 

terhadap 

para pekerja 

industri 

kreatif dalam 

bidang musik 

di kantor 

wilayah 

kemenkumha

m provinsi 

jawa 

tengah”, 

2020, 

Prosiding 

Hak Cipta oleh 

KEMENKUMHA

M yakni pemohon 

datang ke kantor 

KEMENKUMHA

M diharuskan 

untuk membawa 

dan melengkapi 

semua syarat 

kelengkapan yang 

sudah ditentukan 

lalu berkas 

tersebut dicek 

kembali 

kelengkapannya, 

setelah itu data 

tersebut 

dimasukkan ke 

dalam komputer 

untuk diproses 

Approval dan 

Sertifikan Hak 

membahas 

tentang 

pendaftaran 

Hak Cipta 

dalam 

rangka untuk 

mendapatka

n kepastian 

hukum dan 

perlindungan 

hukum. 

Undang-

Undang 

Nomoe 28 

Tahun 2014 

dijadikan 

sebagai 

pisau 

analisis 

dalam 

menyelesaik

an 

penelitian 

berfokus 

pada 

kepastian 

hukum 

dalam 

proses 

pendaftaran 

hak cipta 

lagu atau 

album 

musik oleh 

Direktorat 

Jendral 

Kekayaan 

Intelektual 

Di Kantor 

Wilayah 

Kementrian 

Hukum 

Dan Hak 

Asasi 

penelitian 

berfokus 

pada 

perlindunga

n hukum 

terhadap 

penetapan 

prinsip 

deklaratif 

dalam 

pendaftaran 

hak cipta 

oleh 

Direktorat 

Kekayaan 

Intelektual 

Di Kantor 

Wilayah 

Kementrian 

Hukum Dan 

Hak Asasi 

Manusia 
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KIMU. Cipta. Juga 

pemohon dapat 

mendaftarkan/pen

catatan hak cipta 

secara online agar 

lebih mudah dan 

efisien. tentunya 

membayar dengan 

nominal yang 

sudah ditentukan. 

permmasala

han. 

Manusia 

Jawa 

Tengah. 

Menggunak

an 

penelitian 

yuridis-

sosialis. 

Jawa Timur. 

Menggunak

an penelitian 

empiris. 

5.  Rahmat 

Derajat 

Wiguna dan 

Tatty Aryani 

Ramli, 2020 

dengan judul 

“Pelanggara

n Terhadap 

Prinsip 

Deklaratif 

Melalui 

Syarat 

Dalam hal ini 

Youtub merespon 

permasalahan Hak 

Cipta dengan baik, 

sehingga Youtub 

menyediakan fitur 

Pengelolaan Hak 

Cipta yang dapat 

di gunakan oleh 

Pencipta untuk 

menanggulangi 

dan mencegah 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

keistimewaa

n prinsip 

deklaratif 

yang 

dimiliki oleh 

pencipta 

sehingga 

Ciptaan 

tidak wajib 

Penelitian 

lebih fokus 

terhadap 

pelanggara 

Hak Cipta 

terhadap 

prinsip 

deklaratif 

melalui 

Content  

Youtube 

dengan 

Penelitian 

ini lebih 

fokus 

terhadap 

penetapan 

prinsip 

deklaratif 

dalam 

Pendaftaran 

Hak Cipta. 

Dan 

perlindunga
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Content ID 

Oleh Youtube 

Atas 

Pengunggaha

n Dalam 

Bentuk Cover 

(Penyanyian 

Ulang) Yang 
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B. Kajian Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 

a. Pengertian Hak Cipta 

Hak cipta adalah bagian dari salah satu cabang Hukum Kekayaan 

Intelektual (HKI) yang berperan penting untuk memberikan perlindungan 

terhadap ciptaan seseorang dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
21

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan 

bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini, menegaskan bahwa hak cipta hanya dapat 

dimiliki oleh pencipta atau penerima hak cipta, juga hanya orang yang disebut 

sebagai pemegang hak khusus yang diperbolehkan untuk menggunakan hak 

cipta tersebut. 

Sedangkan pengertian tentang ciptaan tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa ciptaan 

adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
22

 

Pengertian hak cipta menurut Sidin disebutkan didalam bukunya, bahwa 

hak cipta adalah benda immateril yang berarti merupakan hak milik yang objek 

                                                      
21
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haknya adalah benda yang tidak berwujud, sehingga bukan merupakan wujud 

dari suatu benda  atau barang yang di hak ciptakan.
23

 Sedangkan menurut Elyta 

Ras Ginting hak cipta adalah hak kebendaan yang sifatnya eksklusif bagi 

pencipta atas suatu karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

sehingga suatu kebendaan yang memiliki sifat khusus, maka hak cipta 

memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan dengan hak kebendaan pada 

umumnya.
24

 

Pengertian tentang hak cipta jika mengacu terhadap Undang-undang 

yang berlaku dan pendapat dari beberapa sarjana diatas, bahwa pada prinsipnya 

tidak ada perbedaan karena hak cipta merupakan suatu hak yang bersifat 

eksklusif yang mana haknya akan dimiliki secara otomatis oleh pencipta atau 

pemegang hak cipta untuk mengatur serta mengatur terkait dengan penggunaan 

hasil dari ciptaan tersebut. Oleh karena itu, maka pihak lain tidak 

diperbolehkan untuk memanfaatkan kecuali sudah ada izin dari penciptanya. 

Hal ini, juga didasari oleh pemikiran, bahwa untuk mendapatkan suatu karya 

cipta merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan.
25

 

b. Prinsip Dasar Hak Cipta 

Beberapa prinsip-prinsip dasar pengaturan hak cipta yang harus 

diperhatikan dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta, adalah 

sebagai berikut :
26
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 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 8. 
24

 Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), 61. 
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 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 44. 
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a) Hak cipta dilindungi apabila ide sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. 

Artinya, sebuah perlindungan hukum hak cipta akan diberikan apabila suatu 

karya cipta proses yang konkrit dan menunjukkan karya yang asli beserta 

identitas peserta. 

b) Hak cipta timbul secara otomatis, artinya perlindungan terhadap hak cipta 

diberikan sejak pertama kali dipublikasikan. Hal ini, sangat selaras dengan 

prinsip deklaratif dalam hak cipta. 

c) Untuk mendapatkan hak cipta, tidak melakukan pendaftaran pun hak cipta 

sudah bisa diperoleh. 

d) Hak cipta sebagai suatu ciptaan atau karya cipta merupakan bagian dari hak 

yang sejatinya sudah diakui hukum yang harus dipisahkan dan dalam 

penguasaan fisik ciptaan, maka harus dibedakan. 

e) Hak cipta mukan merupakan hak yang absolut (mutlak), tapi melaikan 

merupakan hak eksklusif artinya hanya seorang pencipta yang memiliki hak 

atas suatu ciptaan, kecuali ada izin dari pencipta maka pihak lain 

diperbolehkan. 

f) Meskipun pencacatan suatu ciptaan bukan suatu keharusan, maka untuk 

suatu kepentingan dalam pembuktian jika suatu hari terjadi sebuah sengketa, 

sebaiknya pencipta mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual. Hal ini, juga selaras dengan prinsip deklaratif yang 

mengandung subuah makna, bahwa perlindungan hukum mulai bisa berlaku 

                                                                                                                                                            
yang Berlaku, (Bandung : Oase Media, 2010), 45-46. 
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sejak selesai dibuat dan pertama kali diumumkan. 

c. Ruang Lingkup Hak Cipta 

a) Subjek Hak Cipta  

Secara mendasar apabila seseorang yang sudah menciptakan suatu 

karya cipta, maka dapat disebut sebagai pencipta sekaligus sebagai pemilik 

hak cipta. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta 

adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri ataupun bersama-

sama dalam menghasilkan suatu karya cipta atau ciptaan yang bersifat khas 

dan pribadi.
27

 Dapat ditarik benang merah dari penjelas tersebut, bahwa 

dalam hal mengahasilkan ataupun membuat karya cipta ternyata dapat 

dilakukan secara mandiri (sendiri) ataupun bersama-sama (tergabung dalam 

sebuah kelompok). 

Apabila ditelaah dan dikaji secara yuridis terkait perbedaan anata 

pencipta dan pemegang hak cipta telah tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dalam Pasal 1 ayat (2) 

adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama 

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selanjutnya 

pengertian terkait dengan pemegang hak cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat 

(4) pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak 

yang menerima hak tersebut secara sah diberikan oleh pencipta, atau pihak 
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lain yang menerima lebih lanjut terkait dengan hak dari pihak yang 

menerima hak tersebut secara sah.
28

 

Terkait dengan orang yang dapat disebut sebagai pencipta, dijelaskan 

juga secara komprehensif di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa yang dianggap sebagai pencipta 

adalah orang yang namanya :  

1. Disebutkan dalam ciptaan; 

2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; 

3. Disebutkan didalam surat pencatatan ciptaan; 

4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.
29

 

Pencipta dan sesuatu yang diciptakan merupakan bagian dari elemen 

yang sangat penting dalam hak cipta. Agar pencipta dapat disebut sebagai 

pencipta, maka ada ketentuan yang harus dipenuhi agar hasil dari apa yang 

diciptakan dapat dilindungi. Pencipta harus mempunyai status dan identitas 

untuk memperoleh kepemilikannya dalam hak cipta. Pemanfaatan terhadap 

suatu hal yang diciptakan oleh seorang pencipta tidak berlangsung 

selamanya, karena jika pemilik hak cipta merasakan ketidak adilan atas 

ciptaan yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, maka sebaliknya 

apabila pemanfaatan tanpa adanya batas waktu yang didapatkan oleh 

pencipta juga bagaian dari ketidakadilan bagi segenap masyarakat.
30
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Karya cipta apabila sudah diumumkan ke khaalayak umum atau publik, 

maka hak cipta atas suatu ciptaan tersebut akan melekat dengan sendirinya 

kepada sang pencipta, sekalipun tidak di umumkan hak cipta tetap melekat 

pada seorang penciptanya. Dalam hal ini, untuk menghindari adanya suatu 

sengketa hak cipta yang tidak di inginkan maka seyokyanya jika pencipta 

mencatatkan ciptaanya sebagai jalan alternatif yang disediakan oleh 

pemerintah dalam menjaga hak moral dan hak ekonomi pencipta. 

b) Objek Hak Cipta  

Objek hak cipta merupakan bukti konkret dari ekspresi yang berubah 

dari sebuah ide, selanjutnya ekspresi tersebut yang nantinya dilindungi 

dalam hak cipta. Artinya, yang dilindungi dalam hak cipta bukan merupakan 

sesuatu yang masih berada dalam gagasan ataupun ide seseorang, namun 

sudah berbentuk karya cipta atau ciptaan yang nyata selesai dibuat.
31

 

Dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) TRIPs bahwa hak cipta tersebut diberikan 

hanya pada sesuatu hal yang bersifat ciptaan bukan berupa gagasan atau ide, 

metode pelaksanaan, ataupun konsep sistematis lainnya. 

Hak cipta yang merupakan buah dari kemampuan intelektualitas 

manusia yang secara konseptual yang melindungi suatu ciptaan baik 

dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selaras dengan hal tersebut, 

maka hak cipta yang dilindungi di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 
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Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta adalah sebagai berikut :
32

 

a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya 

tulis lainnya 

b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis lainnya 

c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan 

d) Lagu atau musik dengan atau tanpa adanya teks 

e) Drama, darama musikal, tari, koreografi, pantonim dan peweyangan 

f) Karya seni rupa dalam segala bentuknya baik lukisan,gambar, ukiran, 

seni pahat, kaligrafi, kolase atau patung 

g) Karya seni terapan 

h) Karya arsitektur 

i) Peta 

j) Karya seni batik atau seni motif lainnya 

k) Karya fotografi 

l) Potret 

m) Karya senematografi 

n) Terjemah, tafsir, nunga rampai, saduran, basis data, adapsi,modifikasi, 

aransemen,dan karya yang lain hasil dari transformasi 

o) Terjemah, adaptasi, transformasi, aransemen, ataupun modifikasi 

ekspresi budaya tradisional 
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p) Kompilasi suatu ciptaan atau data baik dalam bentuk format dapat dibaca 

dengan program komputer maupun media lain 

q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan suatu karya yang asli 

r) Permainan vidio dan 

s) Program komputer. 

d. Hak Moral dan Hak Ekonomi 

Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta dan pemegang hak cipta terbagi 

menjadi dua, yakni berupa hak moral dan hak ekonomi. Selanjut akan 

dijelaskan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan hak yang dimiliki 

oleh pencipta adalah sebagai berikut : 

a) Hak Moral (Moral Rights) 

Hak moral merupakan hak yang sejatinya melekat pada sang pencipta, 

yakni hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap 

ciptaannya dan hak keutuhan atas suatu ciptaan, maka hal ini tidak dapat di 

hapus atau dihilangkan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun 

hak terkait tersebut telah dialihkan.
33

 Dalam pengaturan hak cipta, hak 

moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, bahwa hak moral yang dimaksud pada Pasal 4 adalah 

hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk : 

1. Tetap mencantukmkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 
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sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk khalayak umum 

2. Mengguanakan nama asli atau samaran 

3. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan di masyarakat 

4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan 

5. Mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, modifikasi 

ciptaan, mutilasi ciptaan, ataupun hak yang dapat merugikan kehormatan 

diri atau reputasinya.
34

 

b) Hak Ekonomi (Economic Rights) 

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang 

hak cipta untuk memperoleh suatu manfaat dari ciptaanya, hak mengizinkan 

atau melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaanya.
35

 Hak ekonomi dijelaskan di dalam Pasal 9 ayat (1), yakni 

meliputi sebagai berikut : 

1. Penerbitan ciptaan 

2. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuk 

3. Penerjemahan ciptaan 

4. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasi suatu ciptaan 

5. Pendistribusian suatu ciptaan 

6. Pertunjukan ciptaan 

7. Pengumuman ciptaan 

8. Komunikasi ciptaan 
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9. Penyewaan ciptaan.
36

 

Dalam perlindungan tentang hak cipta, maka seorang pencipta atau 

pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi.
37

 Berdasarkan pada Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak 

ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk mendapatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan.  

2. Tinjauan Prinsip Deklaratif 

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
38

 Dalam hal ini, hak cipta didapatkan diwujudkan atas dasar 

hak eksklusif dan prinsip deklaratif.  

Penetapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta merupakan suatu 

sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan  hak cipta, karena setiap 

ciptaan sudah mendapatkan perlindungan seara otomatis sejak ciptaan berwujud 

nyata. Meskipun seorang pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tapi pencipta 

tetap mendapatkan sebuah perlindungan hukum ketika ciptaan tersebut sudah 

selesai dibuat dalam bentuk nyata.  

Prinsip deklaratif dalam perlindungan hak cipta berdasarkan pada ketentuan 

hukum internasional dan doktrin hukum yang sudah berlaku terhadap 
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perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana secara umum mengacu terhadap 

pemberlakukan ketentuan konvensi internasional dibidang Hak Cipta khususnya 

Konvensi Bern.
39

 Dimana setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara 

otomatis sejak ciptaan berwujud dalam bentuk nyata. Perlindungannya diberikan 

secara lansung tanpa bergantung pada negara asal pencipta. 

3. Tinjauan Hukum Pidana 

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan hukum 

yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ada 

sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.
40

 

Dalam hukum pidana terdapat dasar-dasar dan aturan yang mengatur untuk :
41

 

1. Menentukan suatu perbuatan yang dilarang, tidak boleh dilakukan, disertai 

adanya sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya 

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar dapat 

dijatuhi atau dikenai sanksi pidana 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilakukan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar suatu larangan 

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan 

hukum,dengan adanya larangan juga disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana dalam 

bahasa belanda disebut stafbaar feit, yang sebenarnya istidah dalam Strafwetboek 
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atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai sekarang diberlakukan di 

negara Indonesia.
42

 

Asas legalitas adalah dasar adanya tindak pidana, hal ini dapat dipidananya 

suatu perbuatan adalah atas dasar kesalahan. Seseorang akan punya 

pertanggungjawaban pidana apabila melakukan sebuah pelanggaran atau perilaku 

yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hakikatnya pertanggungjawaban 

dalam pidana merupakan bentuk dari mekanisme yang diciptakan untuk 

pelanggaran suatu perbuatan yang telah disepakati.
43

 

Tindak pidana merupakan dasar dari suatu perbuatan kesalahan yang 

dilakukan terhadap seseorang dalam hal kejahatan, jadi adanya kesalahan ini 

memiliki hubungan antara keataan dan perbuatannya yang menyebabkan celaan 

berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) 

merupakan bagian dari bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari kesalahan 

(schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah karena orang 

tersebut berbuat suatu hal yang melawan hukum, sehingga atas tindakan 

pelangaran tersebut harus dipertanggungjawabkan. Segala macam bentuk tindak 

pidana yang dilakukan, maka dapat diadili jika telah terbukti benar, bahwa 

terjadinya pidanya karena sebab orang tersebut, maka orang tersebut akan dikenai 

pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.
44

 

Pada dasarnya tindak pidana dibagi menjadi 2 unsur, yakni unsur sujektif 
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dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada pelaku 

atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk kedalamnya yakni yang 

terkandung dalam hatinya. Adapun unsur objektif merupakan unsur yang 

memiliki sebuah hubungan dengan suatu keadaan, yakni didalam keadaan 

tindakan dari si pelaku harus dilakukan.
45

 

1. Unsur Subjektif 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan 

b. Maksud pada suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 

c. Macam-macam maksud seperti seperti yang terdapat dalam tindak kejahatan 

pencurian, penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan lain-lain 

d. Terlebih dahulu merencanakan, seperti kejahatan pembunuhan dalam Pasal 

340 KUHP 

e. Perasaan takut antara lain, terdapat dalam rumusan tindak pidana tertuang 

dalam Pasal 308 KUHP 

2. Unsur Objektif 

a. Sifat melanggar hukum 

b. Kualitas dari pelaku, misal keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan 

suatu jabatan tertuang dalam Pasal 415 KUHP keadaan sebagai pengurus 

atau komisaris dari Perseroan Terbatas dalam kejahatan pada Pasal 398 

KUHP 

c. Kuasalitas yang merupakan hubungan antara tindak pidana sebagai 
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penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

4. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual 

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual merupakan unsur pelaksana 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas dalam 

menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan dibidang Kekayaan 

Intelektual sesuai dengan peratutran perundang-undangan.
46

 Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia adalah lembaga yang memiliki wewenang 

untuk mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Selain itu, dibentuk pula 

Direktorat Teknologi Informasi di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual khusus untuk mengelola informasi Hak Keyaan Intelektual.
47
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam rangka menyusun sebuah penelitian, maka sangat dibutuhkan untuk 

memilih metode yang tepat agar memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

melakukan penelitian. Selain itu, juga diperlukan  agar dapat menjadi sebuah 

mekanisme penelitian yang efektif dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang 

diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa medode penelitian yang 

digunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. 

Dengan memberikan pemaparan secara komprehensif dan menyeluruh terkait 

dengan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan regulasi atau 

hukum yang sudah diberlakukan di Indonesia. Penelitian yuridis empiris 

merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode identifikasi hukum 

(hukum tidak tertulis) dan studi terkait dengan efektivitas suatu undang-undang.
48

 

Adapun penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan 

agar dapat melakukan identifikasi yang mendalam terhadap interaksi dan 

fonomena yang sudah terjadi dimasyarakat. Seperti halnya masayarakat yang 

memiliki sebuah kemampuan untuk menciptakan karya cipta sehingga melahirkan 

hak cipta. Dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang berada dibawah 

naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas dan 
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wewenang dalam mengelola kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap 

individu atau kelompok. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis sosiologis dengan melakukan identifikasi dan mengkonsepsikan hukum 

sebagai aturan sosial yang rill dan fungsional dalam pola serta sistem kebihupan 

yang sesungguhnya.
49

  

Adapun pemerolehan hukum yang dilakukan secara empiris secara langsung 

terjun dan melihat objek penelitian dengan tujuan pendekatan penelitian yuridis 

sosiologis yakni terkait bagaimana penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran 

hak cipta oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini, lokasi yang dijadikan tempat melaksanakan penelitian oleh 

penulis adalah di Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur 

lokasinya terletak di Jalan Kayon Nomor 50-52 Embong Kaliasin Kecamatan 

Genteng Kota Surabaya. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut 

disebabkan, karena ada ketertarikan yang tinggi untuk mempelajari lebih dalam 

tentang prosedur dan perlindungan hukum penetapan hak deklaratif dalam 

pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 
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D. Jenis Data 

Adapun dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer ini, didapatkan dari hasil kegiatan wawancara yang sudah 

dilakukan oleh penulis kepada narasumber dengan meberikan beberapa 

pertanyaan. Adapun yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini 

adalah hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis 

kepada : 

1) Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan Kantor 

Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur 

2) Bagian pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur 

2. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari hasil bacaan yang dilakukan oleh penulis 

yang bersumber dari bergai macam literatur seperti buku, jurnal, dan media 

lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Data sekunder ini 

dipergunakan untuk menjadi bahan penunjang dan penguat data primer yang 

telah diperoleh. 

Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah beberapa 

regulasi yang erat kaitannya dengan hak cipta seperti Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana dan beberapa regulasi yang memiliki relevansi dengan penelitian 

ini. Selanjutnya penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang 

pembahsannya memiliki sebuah keterkaitan dengan penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Setelah penulis memperoleh data-data yang orisinil dan akurat dari 

pengumpulan data primer dan data sekunder, maka data tersebut akan 

disinkronkan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Agar dalam penelitian dapat memperoleh data-data yang relevan maka penulis 

menggunakan beberapa metode penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan 

cara tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan 

pada tujuan penelitian.
50

 Wawancara adalah melakukan komunikasi secara 

langsung guna memperoleh data dari sumber secara cermat, kecakapan 

interaksi dan adaptasi dengan kelompok masyarakat secara baik untuk 

dijadikan sebuah objek pengamatan dan narasumber.
51

 Wawancara ini 

dilaksanakan berdasarkan pada data primer.
52

  

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data primer 
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yang bersumber dari responden penelitian atau narasumber yang hendak 

memberikan sebuah informasi terkait dengan penelitian yang digunakan oleh 

penulis sebagai bahan penyempurna sebuah penelitian.
53

 Pada saat wawancara 

dilaksanakan, maka penulis akan merekam dan menulis secara detail terkait 

dengan segala informasi yang diperoleh dari narasumber. Adapun dalam 

melakukan wawancara harus dilakukan kepada orang-orang yang  memang 

sudah kompeten dibidangnya, sehingga data atau informasi yang diperoleh 

menjadi akurat.
54

 

Adapun sebuah teknik yang dilakukan oleh penulis adalah berpatokan 

pada panduan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang 

memang sudah kompeten dibidangnya yang sesuai dengan topik penelitian ini. 

Jenis wawancara yang terstruktur diterapkan agar memperoleh sebuah 

informasi dengan menulis serta menyediakan berbagai macam pertanyaan yang 

akan diajukan kepada narasumber. Penulis juga menggunakan alat bantu yang 

di jadikan penunjang dalam menyelesaikan penelitian ini seperti kamera, 

perekam suara, dan media lain yang dapat membantu penulis dalam 

mengumpulkan informasi. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah metode yang digunakan oleh penulis agar 

memudahkan dalam mengumpulkan tulisan atau gambar berupa dokumen 

resmi seperti buku, jurnal, arsip, dan catatan penulis yang relevan. Dokumen 
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tersebut dijadikan dasar atau rujukan penelitian untuk menunjang penelitian.  

F. Metode Pengolahan Data 

Dalam penelitian medote pengolahan data merupakan bagian yang sangat 

penting agar data yang digunakan dalam penelitian dinilai sah. Maka penulis 

menyesuaikan dengan metode yang telah digunakan dalam penelitian ini, 

sehingga menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif. Beberapa 

langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Editing (Mengedit) 

Dalam tahap ini penulis menerapkan beberapa langkah salah satunya 

melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan tidak adanya kekeliruan 

ataupun hal yang tidak sesuai dengan pembahasan terhadap data-data yang 

diperoleh. Selanjutnya penulis melakukan sebuah perbaikan terhadap penelitian 

ini, seperti perbaiakan dalam hal kepenulisan, sehingga menjadi penelitian 

yang baik. 

2. Tahap Classification (Klasifikasi) 

Tahap klasifikasi ini, dilaksanakan setelah proses editing selesai yaitu 

dengan melakukan usaha untuk mengklasifikasikkan beberapa jawaban yang 

diperoleh dari narasumber baik hasil wawancara maupun hasil saat observasi.
55

 

Adapun salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah mempelajari 

masalah yang sedang diteliti dalam tahap klasifikasi  seperti perlindungan 

hukum penetapan hak deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat 
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Jendral Kekayaan Intelektual. Kemudian beberapa poin masalah tersebuh dapat 

disimpulkan menjadi beberapa rumusan masalah. 

3. Tahap Verification (Verifikasi) 

Pada tahap verifikasi penulis lebih memantapkan lagi untuk melakukan 

sebuah pembuktian terhadap data yang diperoleh apakah data tersebut fakta 

dan apakah data tersebut sesuai dengan penelitian ini.  

4. Tahap Analysis (Analisa) 

Dalam tahap ini, penulis melakukan analis terhadap data-data yang telah 

diperoleh baik data primer dan data sekunder. Data-data tersebut akan di 

analisis secara komprehensif dan mendalam dengan menjadikan kajian teori 

sebagai pisau analisi dalam penelitian ini. 

5. Tahap Conclusion (Kesimpulan) 

Dalam tahap ini, penulis akan membuat sebuah kesimpulan dari penelitian 

yang sudah dilakukan karena sudah sampai pada tahap akhir dalam sebuah 

penelitian. Maka pada tahap ini pula penulis akan menjawab semua rumusan 

masalah. Namun kesimpulan ini masih jauh dari kata final karena semua akan 

berubah seiring dengan perkembangan regulasi dan aturan yang menyesuaikan 

dengan keadaan zaman serta ditemukannya bukti-bukti terbaru yang relevan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Timur 

Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

menyebutkan bahwa  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan 

bertanggung  jawab kepada Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
56

 Adapun 

latar belakang terbentuknya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun  2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana telah menetapkan secara 

umum mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kementrian Hukum Hukum dan 

Hak Asasi Manusia.
57

  

Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

secara maksimal di setiap wilayah maka Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia membentuk Kantor Wilayah Kementian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

di setiap daerah provisnsi yang berada di Indonesia dengan mengeluarkan 

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana secara 

umum juga memberikan penjelasan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi. 

Dalam hal ini, lokasi yang dijadikan tempat melaksanakan penelitian oleh 

penulis adalah di Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan 

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pelayanan Hukum. 

Sehingga dalam pelaksanaannya ditegaskan di dalam Pasal 45 Ayat 2 

menyebutkan bahwa Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki tugas 

melakukan sebuah penyimpanan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 

tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, juga penyusunan sebuah laporan  

pelaksanaan tugas teknis di bagian bidang penerimaan permohonan pendaftaran, 

sosialisasi, pelaksanaan dalam penegakan hukum,di bidang kekayaan intelektual 

dan investasi kekayaan intelektual komunal.
58

 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. 

Berikut adalah identitasnya : 

Alamat : Jl. Kayon No. 50-52, Embong Kasih, Kec. Genteng, Kota 

Surabaya, Jawa Timur, 60271 

Telepon : 0811-335-052  

E-mail : humaskanwiljatim@gmail.com 

Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Jawa Timur adalah sebagai berikut.
59
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A. Visi  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal, profesional, 

innovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil 

presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 

B. Misi 

Visi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dirumuskan ke 

dalam 7 (tujuh) misi, adalah sebagai berikut: 

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan 

melindungi kepentingan nasional; 

2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas; 

3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, 

keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas 

dari korupsi; 

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi 

manusia yang berkelanjutan; 

5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

6. Ikut serta menjga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan 

pemasyarakatan; 

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi dan 

kelembagaan; 
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Adapun Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Jawa Timur adalah sebagai berikut : 

A. Tugas 

Di jelaskan di dalam  Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa 

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provisnsi berdasarkan pada 

kebijakan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia  dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
60

 

B. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah dimaksud dalam Pasal 

2,  maka Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan laporan; 

2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan 

intelektual, dan pemberian informasi hukum; 

3. Pelaksanaan fasilitas perencanaan produk hukum daerah dan pengembangan 

budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; 

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang 

keimigrasian dan bidang pemasyarakatan; 
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5. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan 

penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan Hak 

Asasi Manusia;  

6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
61

 

2. Peranan  Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur 

Dijelaskan di dalam  Pasal 39 bahwa Divisi Pelayanan Hukum dan Hak 

Asasi Manusia memiliki sebuah tugas untuk melaksanakan sebagaian dari tugas 

Direktorat Jendral dan Badan yang bersangkutan di wilayah.
62

 Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka Divisi 

Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia meyelenggarakan sebuah fungsinya 

adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pembinaan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas teknis di 

bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, 

pelaksanaan pembinaan humum, memberikan fasilitas pembuatan produk 

hukum daerah, memfasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, 

pengoordinasian pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah dalam pengkajian, 

penelitian, dan melakukan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia serta melakukakn pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, juga 
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pembinaan sebuah pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas dalam 

merancang peraturan perundang-undangan, meyusun sebuah hukum, peneliti, 

dan pejabat fungsional tertentu lainnya. 

b. Melakukan sebuah kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan 

kekayaan intelektual, pembinaan hukum , fasilitas pembuatan produk hukum, 

fasilitas analisis dan evaluasi hukum di daerah. Pengoordinasian pemajuan hak 

asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan 

hak asasi manusia, juga pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di 

lingkungan Direktorat Jendral Adminsitrasi Hukum Umum, serta melakukan 

sebuah pembinaan, pengembangaan, serta pengendalian pelaksanaan tugas 

rancangan peraturan perundang-undangan, penyuluhan sebuah hukum, peneliti, 

dan pejabat fungsional lainnya. 

c. Melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan dan anggaran di 

lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

d. Melakukan pengoordinasian sebuah perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di 

lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Direktorat Jenderak 

Administrasi Hukum Umum juga berkoordinasi secara masif dengan Divisi 

Administrasi. 

Struktus Organisasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia Jawa timur adalah sebagai beriku :
63

 

 

Gambar 1, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sumber : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur 
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B. Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual 

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta merupakan suatu 

hal yang sangat urgen dan penting dalam memperoleh sebuah hak yang dimiliki oleh 

pencipta, baik berupa hak moral dan hak ekonomi. Pembahasan hak cipta berbeda 

dengan hak merek dan paten, karena hak cipta tergolong sangat luas meliputi bidang 

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sehingga diperlukan adanya sebuah kepastian 

hukum dalam perlindungan hak yang dimiliki oleh pencipta. Kepastian hukum 

merupakan suatu hal yang konkrit yang dapat ditentukan oleh hukum.
64

 Kepastian 

hukum adalah bagian dari jaminan bahwa hukum itu dijalankan, karena siapapun 

yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya tanpa dikurangi oleh 

apapapun. 

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara otomatis atau 

langsung setelah ciptaan tersebut selesai dibuat.
65

 Perlindungan tersebut diwujudkan 

dengan memberikan sebuah hak yaitu, berupa hak eksklusif dan prinsip deklaratif. 

Hak eksklusif merupakan sebuah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, maka 

dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, maka akan lahir dua hak 

dasar yakni hak moral dan hak ekonomi.
66

  

Sedangkan prinsip deklaratif merupakan sistem yang tidak mengharuskan 

kepada pencipta untuk melakukan sebuah pendaftaran ataupun adanya pencatatan 
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(Istilah pencatatan ini, sama halnya dengan istilah pendaftaran pada undang-undang 

hak cipta terdahulu). Dengan kata lain dapat disebutkan meskipun pencipta tidak 

melakukan pendaftaran atau mencatatkan ciptaanya, akan tetapi pencipta sudah 

mendapatkan perlindungan langsung setelah ciptaan tersebut selesai dibuat, yakni 

berupa hak untuk mengontrol suatu ciptaan yang telah dimilikinya agar tidak ada 

seorangpun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.
67

 Hal ini, sudah 

sangat jelas adanya penerapan prinsip deklaratif dalam hak cipta merupakan bentuk 

penegasan, bahwa perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki 

oleh pencipta harus diperhatikan dan dikedepankan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada.  

Sebagaimana disebutkan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara tentang 

prinsip deklaratif bahwa : 

“Deklaratif bukan merupakan suatu hak melaikan prinsip yang mendasar 

timbulnya hak cipta atas suatu karya cipta. Prinsip deklaratif artinya 

perlindungan hak cipta yang secara otomatis akan melekat pada penciptanya 

setelah ide diwujudkan dalam bentuk  nyata atau merupakan suatu sistem 

yang tidak mengharuskan adanya pencatatan.”
68

 

Menarik benang merah dari apa yang di sampaikan oleh bapak Ridsyal terkait 

dengan prinsip deklaratif yang sepenuhnya dikhususkan kepada pencipta merupakan 

sebuah prinsip yang mendasar timbulnya hak cipta atas suatu karya cipta yang telah 

dihasilkan atau dibuat. Perlindungan terhadap pencipta didapatkan secara otomatis 
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setelah ciptaannya tersebut selesai dibuat dan diwujudkan dalam bentuk nyata.  

Sebagai seorang pencipta seharusnya melakukan pengumuman terkait ciptaan 

atau karya yang sudah dibuat agar dapat diakses, dibaca, didengar, dan  diketahui 

oleh khalayak umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan pengumuman 

adalah pembacaan, penyiaran, pemeran suatu ciptaan dengan menggunakan alat 

apapun baik elektronik ataupu non elektronik atau melakukan dengan cara apapun 

sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.
69

 

Adapun mengenai prosedur penerapan Prinsip Deklaratif dalam pendaftaran 

Hak Cipta  Oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Jawa Timur sebagaimana di 

sebutkan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswra bahwa :
70

 

“Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual  maupun Kantor Wilayah 

Kemenkumham Jawa Timur tidak menetapkan hak cipta terhadap suatu 

karya cipta,  karena hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya cipta 

dipublikasi tanpa harus ditetapkan oleh pihak manapun. Kewenangan 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah 

Kemenkumham Jawa Timur bukan pada penetapan pencipta melainkan pada 

pelayanan pencatatan hak cipta.” 

Poin mendasar yang dapat di pahami dari pernyataan tersebut, bahwa ketika 

karya cipta sudah selesai dibuat, maka hak cipta yang dimiliki oleh pencipta secara 

otomatis setelah karya cipta tersebut selesai dibuat dan dipublikasikan serta tidak ada 

pihak manapun yang dapat menetapkan terhadap suatu karya cipta.  Hak cipta yang 
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dimiliki oleh pencipta diberikan secara otomatis, tetapi disisi lain masih ada campur 

tangan negara yang memiliki sebuah kewenangan yakni, pemerintah melalui Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di Sub Bidang Kekayaan Intelektual 

memberikan ruang dan pelayanan untuk melakukan sebuah penyelenggaraan 

pencatatan ciptaan.
71

 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Sub Bidang 

Pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki tugas melakukan sebuah penyimpanan 

bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, 

pemantauan, evaluasi, juga penyusunan sebuah laporan  pelaksanaan tugas teknis di 

bagian bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan dalam 

penegakan hukum,di bidang kekayaan intelektual dan investasi kekayaan intelektual 

komunal”.
72

 

Pelayanan permohonan kekayaan intelektual berupa pencatatan hak cipta 

yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur semakin hari 

semakin mudah diakses oleh masyarakat yakni prosedur pencatatan hak cipta bisa 

dilakukan secara online maupun offline. Hal ini terbukti, bahwa Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur terus berusaha dalam 
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meningkatkan sebuah pelayanan dan semakin mendekatkan diri kepada publik.
73

 

Adanya prosedur pelayanan pencatatan hak cipta yang semakin mudah ini, maka 

dapat dipastikan bahwa sudah sangat jelas mencederai prinsip dalam hak cipta yakni, 

prinsip deklaratif. 

Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

mengungkapkan, bahwa penerimaan pencatatan hak cipta semakin meningkat dengan 

jumlah yang sangat signifikan ditahun 2022. Hal ini, bagian dari peran dari sistem 

Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang dirilis di akhir tahun 

2021. Disampaikan bahwa di tahun 2022 pencatatan ciptaan sebanyak 80.985 

permohonan, jika dibanding dengan tahun 2021 hanya 54.989. Hal ini, menunjukkan 

peningkatan angka yang sangan drastis sampai 47%.
74

 

Data yang menunjukkan peningkatan pencatatan hak cipta yang semakin 

signifikan, merupakan bentuk konkret pengenyampingan terhadap prinsip deklaratif 

dalam hak cipta. Hal ini, sudah menjadi bukti, bahwa penerapan prinsip deklaratif 

dalam pencatatan hak cipta diperoleh secara otomatis setelah karya cipta selesai 

dibuat dan dipublikasikan, namun disisi lain sikap yang dilakukan oleh negara 

melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang memiliki kewenangan dalam pencatatan 

ciptaan seolah-olah sangat jelas mencederai prinsip deklaratif dan Undang-Undang 
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Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

Tabel 2: Tabel Data Pangkalan Kekayaan Intelektual
75

 

No Jenis  Diteri

ma 

Dibat

alkan 

Menunggu 

Approval 

Tidak 

Lengka

p 

Ditolak Dihapus

kan 

1. Buku 15069 1 101 56 14 0 

2. ceramah 165 0 0 0 0 0 

3. Alat Peraga 4747 0 13 32 104 0 

4.  Musik 689 0 0 2 4 0 

5. Drama 272 0 1 2 1 0 

6.  Karya Seni 

Rupa dan 

Terapan 

18787 3 380 21 69 0 

7. Karya 

Arsitektur 

4690 0 87 14 12 0 

8.  Peta 2295 0 1 12 1 0 

9. Karya Seni 

Batik 

23018 3 382 38 94 0 

10. Karya 

Fotografi 

4132 0 81 13 10 0 
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11. Potret 251 0 0 0 1 0 

12 Karya 

Senematograf

i 

3956 0 81 13 10 0 

13. Terjemah 566 0 2 5 4 0 

14. Kompilasi 

Suatu 

Ciptaan 

1283 0 3 8 2 0 

15. Kompilasi 

Ekspresi 

Budaya 

26115 0 106 84 48 0 

16.  Permainan 

Vidio 

2113 0 0 8 20 0 

17. Program 

Komputer 

9412 37 30 0 26 0 

18. Jumlah 117560 44 1267 308 420 0 

 

Proses pendaftaran yang dilakukan di Kanwil Kemenkumham Jatim, 

dikemukakan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara tentang proses pendaftaran hak 

cipta bahwa : 

“Apabila akan melakukan sebuah proses administrasi dalam pendaftaran hak 

cipta maka juga bisa dilakukan dengan cara online dengan menggunakan 

website yang sudah diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan 
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Intelektual sebagai berikut https://www.dgip.go.id/. Apabila proses 

pendaftaran sudah dilakukan maka secara otomatis akan masuk kedalam 

server sistem pendaftaran disetiap wilayah ataupun provinsi masing-masing 

menyesuaikan dengan lokasi yang di input oleh pendaftar”
76

 

Adapun langkah-langkah dalam hal pendaftran hak cipta yang harus 

dilakukan oleh seseorang atau badan hukum  adalah sebagai berikut:
77

 

1. Membuka website https://www.dgip.go.id/ pada browser 

2. Pilih bagian e-FILING HKI lalu klik registrasi akun hak cipta 

3. Pendaftaran secara otomatif akan diarahkan ke website pendaftran untuk 

melakukan registrasi, kemudian mengisi data diri pendaftaran pada formulir 

yang sudah tertata 

4. Setelah semuanya terisi lanjut klik pada tombol daftar 

5. Setelah tombol daftar ditekan, maka secara otomatis pendaftar akan diarahkan 

ke index loginE-Hakcipta 

6. Kemudi pendaftar membuka sebuah e-mail, kemudian cek pesan yang sudah 

masuk dari Info Hak Cipta untuk melakukan user Activation 

7. Kemudian membuka e-mail tersebut, lalu klik pada link yang dilingkasi untuk 

aktifasi akun. Setelahnya pendaftar diarahkan pada ke E-Hakcipta, login dan 

akun yang muncul Pop-Up pemberitahuan bahwa akun pendaftar telah dilakukan 

aktifasi. Selanjutnya ada notifikasi bahwa akun telah berhasil diaktivasi 

8. Petugas dalam aplikasi tersebut akan memberikan persetujuan di aktifkannya 
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akun pendaftar, maksimal pada 2 hari kerja 

9. Jika petugas telah melakukan persetujuan , maka secara otomatis akan 

mengirimkan sebuah e-mail kepa pendaftar 

10. Akun pendaftar sudah berhasil diaktivasi oleh petugas dan sudah dapat di 

gunakan. 

Setekah pendaftar memperoleh akun yang sudah didaftarkan maka 

selanjutnya pendaftar dapat melakukan permohonan, adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut :
78

 

1. Logi pada website yang sudah tersedia dengan akun yang telah selesai atau 

diterima 

2. Pada halaman Dashboard, pilih tab Hak Cipta lalu lanjut pada permohonan hak 

cipta 

3. Mengisi data dengan lengkap pada formulir yang tersedia 

4. Lalu klik tambah, pada bagian data hak cipta 

5. Setelah itu, isi data diri pencipta atau penemu 

6. Lalu klik tambah, pada bagian data pemegang hak cipta 

7. Lalu isi data secara lengkap bagi yang berhak memiliki hak cipta atau pemilik 

8. Selanjutnya, persyaratan dapat dilihat pada lampiran yang sudah tersedia untuk 

upload file dengan meng-klik Select File dan klik untuk menambahkan file lalu 

masukkan file sebagai persayaratan sesuai dengan tempat yang sudah diminta 

9. Lalu ada perintah untuk men-submit form yang telah di isi, Klik submit 
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10. Klik centang untuk mensetujui persayaratan dan ketentuan yang ada 

11. Lalu akan melampilkan data permohonan yang sudah dibuat oleh pendaftar, lalu 

tinggal menunggu persetujuan dari petugas aplikasi maksimal 2 hari kerja 

12. Apabila persetuan sudah dilakukan oleh petugas aplikasi, maka selanjutkan akan 

dikirimkan file sertifikat oleh petugas yang apat di download di bagian kanan 

atas pada halaman permohonan yang muncul apabila sudah disetujui. 

Apapila pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatatan ciptaanya 

dan mendapatkan sertifikat (surat pencatatan ciptaan), maka surat pencatatan ciptaan 

tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pertama kali kepemilikan atas suatu ciptaan.
79

 

Dengan demikian, melalui pencatatan yang sudah diselenggaran oleh Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sub Bidang Kekayaan Intelektual akan 

mempermudah bagi seorang yang mendaftar untuk memberikan pembuktian bahwa 

dirinya lah yang berhak dalam memegang hak atas karya tersebut. Mengingat 

pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia terbilang tinggi, maka pencatatan 

ciptaan patut untuk dilakukan oleh pencipta agar dapat memberikan kemudahal 

dalam hal pembuktian apabila terjadi konflik hukum terhadap ciptaannya.
80

 

Implikasi dari ketersediaan pemerintah dalam menyelenggarakan sebuah 

pencatatan hak cipta, setidaknya dapat memberikan rangsangan dan dorongan kepada 

pencipta agar mendaftarkan ciptaanya, hal ini dimungkinkan sebab kekhawatiran 

apabila sewaktu-waktu terjadi sebuah sengketa. Sebagaimana contoh kasus yang 
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terjadi yakni Lebel Musik Nagaswara yang melakukan gugatan terhadap pihak Gen 

Halilintar atas pelanggaran Hak Cipta lagu. Karena Gen Halilintar melanggar Hak 

Cipta dengan sebab meng-cover lagi “Lagu Syantik”.
81

 Perindungan hak cipta 

melalui penerapan prinsip deklaratif sudah sepatutnya memberikan rasa aman bagi 

pencipta. Penyelenggaraan ciptaan ini, setidaknya menimbulkan kekhawatiran bagi 

setiap pencipta yang masih belum atau tidak mencatatkan ciptaanya.
82

 

Dalam hal ini, Disebutkan oleh bapak Ridsyal Rizki Yogaswara “kita harus 

memahami juga bahwa setiap orang atau pencipta tidak semuanya mengerti serta 

paham tentang hukum dan prosedural terkait pendaftaran hak cipta, sehingga rentan 

juga terjadinya sebuah indikasi pelanggaran hak cipta mengingat hak cipta 

cakupannya sangat luas.”
83

 Sepatutnya jika demikian seharusnya dari pihak 

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memberikan edukasi dan sosialisasi hukum 

tentang pentingnya pemahaman terhadap hak cipta kepada seluruh masyarakat. 

Pemahaman tentang hukum sangat penting, karena jika tidak mengetahui apa itu 

hukum maka juga dipastikan tidak akan mengetahui juga tentang kesadaran hukum.
84

 

Menjadi problematika jika apabila ada suatu hak cipta yang dilanggar oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengklaim suatu ciptaan, padahal orang 

yang memiliki hak cipta atau pencipta dalam melakukan sebuah pembuktian tidaklah 
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mudah, jika pada kenyataanya seorang pencipta tidak memiliki kemampuan yang 

cukup dalam memberikan sebuah bukti konkrit karena berbagai kendala yang 

dihadapinya maka yang dianggap sebagai pencipta yakni orang yang melakukan 

pencatatan pertama kali. Hal yang semacam ini, perlu adanya penegasan dan 

perlindungan yang masif baik dari aturan perundang-undangan dan pihak 

penyelenggara pelayanan pencatatan yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia khususnya Sub Bidang Kekayaan Intelektual. 

Sebagai contoh apabila ada seorang pencipta (Katakanlah Ahmad) tidak 

melakukan sebuah pencatatan terhadap ciptaan yang dimiliki, lalu kemudian Ciptaan 

Ahmad ternyata dicatatatkan oleh orang lain (Katakanlah Bayu) tanpa sepengetahuan 

Ahmad, maka Ahmad harus mampus untuk berusaha semaksimal mungkin 

memberikan bukti bahwa Bayu bukanlah pencipta yang sebenarnya. Padahal 

pembuktian dalam sebuah ciptaan itu tidaklah mudah, jika kenyataanya Ahmad tidak 

mampu membuktikan karena beberapa kendala yang di hadapi, maka yang di anggap 

sebagai pencipta adalah Bayu. 

Adanya surat pencatatan ciptaan tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai acuan dasar bahwa 

seseorang dapat dianggap sebagai pencipta. Seharusnya perlindungan yang diberikan 

bukan hanya sekedar hak eksklusif (mengontrol orang untuk menggunakan 

ciptaanya), tapi juga rasa yang aman bahwa ia benar-benar merupakan seorang 

pencipta, karena dalam pencatatan ciptaan tidak boleh melanggar prinsip deklaratif 
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dalam hak cipta.
85

 Padahal kita juga mengetahui bahwa perlindungan hak cipta dan 

syarat pendapatkan hak cipta tidak didasarkan pada pencatatan, maka perlu ada 

penegasan yang komprehensif baik dalam peraturan perundang-undangan maupun 

peraturan khusus yang di keluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

di bagian Sub Bidang Kekayaan Intelektual terkait dengan prosedur yang jelas 

mengenai penerapan prinsip deklaratif yang secara alamiah hak cipta tersebut 

dimiliki oleh pencipta. 

Disampaikan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara terkait dengan  Ciptaan 

supaya dapat ditetapkan agar pencipta mendapatkan Hak Cipta dan Hak Eksklusif 

bahwa :
86

 

“Hak cipta timbul  setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, atau sejak 

suatu karya cipta dipublikasi, hal ini dikarenakan hak cipta timbul secara otomatis 

setelah dipublikasi ke khalayak umum (prinsip deklratif)” 

Mekanisme dalam pendaftaran hak cipta dan hak kekayaan lainnya, secara 

umum dapat dikenal dengan dua sistem, yakni sistem konstitutif dan sistem 

deklaratif. Sistem konstitutif memiliki arti bahwa pendaftaran ciptaan berfungsi 

untuk melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut, karena tanpa melakukan 

pendaftaran, seorang pencipta tidak secara otomatis dalam mendapatkan hak cipta 

dari ciptaannya.
87

 Hak cipta yang dimilikinya akan lahir setelah pencipta melakukan 
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sebuah pendaftaran dan dari pendaftaran tersebut memiliki sebuah kekuatan hukum. 

Pendaftaran dalam sistem ini, mengakibatkan pendaftaran secara de facto dan de jure 

akan diakui sebagai orang yang berhak atas hak cipta atau pencipta dari ciptaan yang 

sudah didaftarkan. Berbeda dengan sistem deklaratif yang tidak mengharuskan 

pencipta untuk mencatatkan karya ciptanya, karena pencatatan ciptaan tidak 

melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut.
88

 

Apabila ada seorang yang mengklaim dengan mencatatkan karya cipta yang 

dimiliki oleh seorang pencipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka 

surat keterangan pencatatan yang diperoleh dari Pencatatan tersebut otomatif akan 

gugur jika seorang pencipta telah membuktikan yang sebaliknya. Dijelaskan dalam 

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang 

menyebutkan bahwa Kecuali terbukti sebaliknya, yang  di anggap sebagai Pencipta, 

yakni orang yang namanya :
89

 

1. Disebutkan dalam ciptaan 

2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan 

3. Disebutkan didalam surat pencatatan ciptaan 

4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. 

Dapat ditarik benang merahnya, bahwa ketentuan yang menyebutkan 

pencatatan dapat dijadikan sebagai bukti awal apabila terjadi sebuah sengketa hak 

cipta seseorang dapat dinyatakan sebagai pencipta jika ciptaan tersebut memang asli 
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miliknya.  Namun, jika ciptaan tersebut merupakan hasil jiplakan atau hasil dari 

pelanggaran hak cipta yakni milik milik orang lain dan orang lain tersebut 

membuktikan sebaliknya terkait hak cipta yang dimilikinya, maka ciptaan tersebut 

milik orang lain tersebut. Langkah preventif yang harus dilakukan oleh Sub Bidang 

Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia seharusnya melakukan tracking terlebih dahulu untuk benar-benar 

memastikan keaslian karya cipta yang akan di catatkan tersebut. Jangan malah 

menunggu adanya pengaduan terlebih dulu dari pemohon, baru melakukan tindakan 

tracking tersebut. 

Pembahasan tentang prinsip deklaratif tidak dijelaskan secara komprehensif 

dan menyeluruh di dalam Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, akan tetapi terdapat beberapa arahan ataupun petunjuk bagaimana cara 

penerapannya dari beberapa pasal yang lain seperti Pasal 40 ayat (3) Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa perlindungan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk dalam 

perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi 

sudah di wujudkan dalam bentuk nyata yang mana memungkinkan sebuah 

pengadaan Ciptaan tersebut.
90

 

Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan mendarasar mengingat kasus 

pelanggaran terhadap Hak Cipta semakin hari sering merak terjadi.   Lalu siapa yang 

akan mendapatkan hak cipta apabila ada seseorang  yang memiliki atau mempunyai 
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suatu ciptaan atau karya cipta yang baru di umumkan dan belum didaftarkan ke 

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, namun ada pihak lain yang mendaftarkan 

karya cipta tersebut lebih dulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maka 

hal yang semacam ini, yang sering terjadi dan memicu terjadinya sengketa Hak 

Cipta. 

 Disebutkan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara bahwa :
91

 

“Pencatatan atas suatu Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu 

anggapan hukum atas suatu karya cipta. Suatu ciptaan tersebut meski sudah 

tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum. Dengan 

demikian, Hak Cipta tetap melekat kepada pencipta sejak dipublikasikan 

kepada khalayak umum, meskipun suatu karya tersebut belum dicatatkan.” 

Sangat jelas bahwa suatu ciptaan yang dimiliki oleh pencipta meskipun belum 

pernah melakukan pencatatan/pendaftaran ke Direktorat Kekayaan Intelektual tetap 

di lindungi secara hukum. Sebab adanya pencatatan tersebut hanya merupakan 

bagian dari anggapan hukum atas suatu karya cipta yang sudah selesai di buat. Hak 

Cipta sepenuhnya sudah melekat kepada seorang pencipta sejak ciptaan tersebut 

sudah dipublikasikan kepada khalayak umum dan ciptaan yang sudah berbentuk 

nyata bukan dalam bentuk ide maupun gagasan. 

Namun pernyataan sikap yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektual masih terbilang sangat lemah, sehingga berimplikasi terhadap seorang 

pencipta yang mana jika seseorang sudah jelas merupakan pencipta, tapi ia tidak 
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dapat mebuktikan bahwa ciptaannya telah dicatatkan oleh orang lain, maka dalam hal 

ini hakim tidak boleh memberikan pernyataan bahwa orang lain tersebut dianggap 

segabai pencipta dengan dasar bahwa ialah yang tercantum dalam daftar umum 

ciptaan. Ditegaskan oleh bapak Ridsyal Riski Yogaswara “Perlu diketahui bersama 

bahwa ciptaan yang sudah di catatkan dan terdaftar dalam daftar ciptaan umum 

ciptaan bukanlah bagian dari bukti absolud untuk menentukan yang sebenarnya.”
92

 

Hal ini, sangat selaras dengan muatan penjelasan dalam Pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa seorang dinyatakan sebagai 

pencipta apabila disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu 

ciptaan, disebutkan didalam surat pencatatan ciptaan, tercantum dalam daftar umum 

ciptaan sebagai pencipta.
93

 

Di tegaskan di dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak 

Terkait sebagaimana yang sudah dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat 

untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Sehingga ada benang merah yang 

dapat di ambil dari penjelasan tersebut, bahwa perlindungan terhadap suatu ciptaan 

dimulai sejak ciptaan itu ada atau sudah terwujud nyata dan bukan karena pencatatan. 

Hal ini, menunjukkan bahwa suatu ciptaan atau karya cipta baik yang sudah tercatat 

ataupun yang tidak tercatat tetap dilindungi secara hukum. 

Sudah sangat jelas bahwa prinsip deklaratif terkait bagaimana mendapatkan 

Hak Cipta dan Hak Eksklusif, maka akan diperoleh secara otomatis oleh pencipta 
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dan perlindungan hukumnya akan di dapatkan juga secara otomatis pula. Sedangkan 

jika mengenai tentang siapa yang berhak menetapkan Hak Cipta  telah di sebutkan 

oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara  bahwa :
94

 

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kendati demikian seseorang dapat disebut 

sebagai pencipta atas suatu karya jika disebut dalam Ciptaan, dinyatakan 

sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan 

Ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.” 

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta yakni otomatis 

didapatkan oleh pencipta setelah ciptaan tersebut selesai dibuat dan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Tidak ada pihak manapun yang berhak dalam menentukan hak 

cipta, karena adanya daftar pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual hanya bagian dari anggapan hukum saja atas suatu karya cipta yang sudah 

selesai dibuat. Sebab suatu karya cipta yang dicatatkan atau belum dicatatatkan 

haknya sudah pasti melekat kepada seorang pencipta semenjak ciptaan tersebut 

sudah selesai dibuat dan dipublikasikan kepada khalayak umum. 

Namun yang dikhawatirkan apabila ada seseorang yang tercantum dalam 

daftar umum ciptaan dan dinyatakan sebagai pencipta karena orang lain tidak dapat 

membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta, maka hal tersebut merupakan sebagai 

bentuk pengabaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
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terhadap penerapan prinsip deklaratif yang secara alamiah dimiliki oleh pencipta 

pertama sekalipun ciptaannya belum dicatatkan atau didaftarkan. 

Pengabaian terhadap prinsip deklaratif tentunya sangat mencederai hak yang 

dimiliki oleh pencipta itu sendiri, sebab adanya prinsip deklaratif tersebut bermuara 

dari hak alamiah seseorang. Mengingat ciptaan itu merupakan sebuah manifestasi 

yang dihasilakan dari olah pikir seseorang atau manusia yang melekat secara alamiah 

sebagai suatu keistmewaan kekayaan intelektual pencipta yang telah mendapatkan 

perindungan hukum yang memadai karena merupakan hak asasi manusia yang harus 

dilindungi. Sebagaimana telah ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (2) Deklarasi 

Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Setiap orang memiliki 

sebuah hak untuk memperoleh perindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan 

materil yang mrupakan buah hasil dari sebuah ciptaan seseorang pencipta di bidang 

ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. 

Sangat diharapkan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual maupun Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur agar memberikan 

sebuah sosialisasi dan edukasi terkait dengan pemahaman tertang perlindungan 

hukum dalam penerapan prinsip deklaratif yang sejatinya dimiliki oleh pencipta yang 

sifatnya sangat penting untuk diketahui oleh khalayak umum. Agar pencatatan 

sebuah karya cipta tidak dijadikan sebuah alasan untuk menentukan seseorang 

sebagai pencipta jika dalam pencatatan tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya 

oleh pencipta aslinya. 
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C. Upaya Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektuan  Terhadap Ciptaan Yang Baru Di Umumkan 

Hak Cipta yang merupakan hasil dari kemampuan olah pikir seseorang yang 

berbentuk sebuah karya atau suatu ciptaan yang merupakan bagian dari sesuatu yang 

harus mendapatkan perlindungan hukum karena masuk dalam bagian Hak Kekayaan 

Intelektual. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman pelanggaran 

terhadap hak cipta masih sering terjadi di Indonesia, bahkan adanya tindakan 

pelanggaran tersebut sudah merupakan suatu yang lumrah. Salah satu pelanggaran 

yang sering terjadi yakni pelanggaran terhadap suatu karya cipta atau ciptaan yang 

baru diumumkan dan belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Adanya pelanggaran hak cipta pastinya memberikan kerugian terhadap 

pencipta dan pemegang hak cipta oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya 

hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta juga 

memberikan dampak yang sangat buruk bagi penciptanya, karena dari adanya 

pelanggaran tersebut pencipta sering mengalami kerugian ekonomi.
95

  Sepatutnya 

adanya pelanggaran tindak pidana terhadap hak cipta, maka pihak yang berwenang 

harus melakukan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

pengadilan. Penegakan hukum ini, tentunya dengan tujuan untuk memberantas segala 

jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran di bidang hak cipta dapat  

dilakukan melalui tahap penyidikan yang merupakan salah satu tahapan proses 
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peradilan pidana dan melalui penyelidikan yang dapat memperoleh bahan bukti yang 

cukup untuk melakukan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.
96

 

Hal ini, harus ada unsur aduan terlebih dulu karena sifatnya pidana. Dalam 

melakukan penyelidikan yang memiliki wewenang adalah kepolisian republik 

indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus sesuai 

dengan aturan undang-undang.
97

 

Apabila ada sebuah pelanggaran dalam hak cipta, maka pasti akan ada sanksi 

hukum yang akan didapatkan atas pelanggaran yang sudah dilakukan. Sebagaimana  

dijelaskan oleh Eddy Damian di dalam bukunya mengenai penegakan hukum Hak 

Kekayaan Intelektual, bahwa pengakuan hukum dapat dilakukan dengan bermacam 

bentuk, yakni sebagai berikut :
98

 

1. Penegakan hukum secara administratif, misal terkait dengan penahanan barang 

bajakan ataupun tiruan oleh instansi bea cukai dipelabuhan-pelabuhan dalam 

sebuah negara yang dijadikan sebagai pintu masuk negara atau bisa disebut 

dengan tempat pelintasan masuknya barang inpor bajakan dan tiruan. 

2. Penegakan hukum secara pidana, dalam ha ini biasanya dilakukan oleh instansi 

negara yakni kepolisian , yang akan menuntut seseorang yang diduga melakukan 

pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam hal ini, harus ada unsur aduan, karena 

sifatnya pidana. 
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3. Penegakan hukum dalam keperdataan, maka dapat dilakukan oleh seseorang yang 

menjadi pemegang sah hak cipta seperti pencipta ataupun pemegang hak cipta lain 

dari pencipta yang akan meakukan sebuah gugatan ke pengadilan dalam hal ini, 

Pengadilan Niaga di Indonesia atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang di 

milikinya. Pemegang hak cipta Juga bisa melakukan sebuah pengajuan 

permohonan yang dilakukan penetapan sementara, sebelum perkara pelanggaran 

hak cipta tersebut diproses di muka Pengadilan seperti yang sudah banyak 

dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. 

4. Penegakan hukum menggunakan sarana teknologi, kemungkinan produsen suatu 

produk berkandungan hak cipta maka untuk membedakan apakah suatu produk 

yang sudah beredar dipasaran merupakan suatu produk yang tiruan atau bajakan. 

Contohnya, dengan adanya kecanggihan teknologi informasi maka managemen 

hak pencipta dan sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak cipta seperti 

dengan memberikan sebuah kode password, barcode, dan serial number. 

Kehadiran hukum dalam masyarakat menurut satjipto rahardjo adalah agar 

dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan banyak kepentingan masyarakat 

agar tidak dapat bertabrakan antar satu sama lain. Koordinasi terhadap kepentingan 

ini dilakukan dengan cara memberikan batasan dan perlindungan pada kepentingan 

tersebut.
99

 Penegakan hukum kemudian hadir sebagai suatu proses, pada hakikatnya 

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak 

secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian 
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pribadi. Perumusan dalam pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam 

peraturan hukum maka akan turut menentukan juga terkait bagaimana penegakan 

hukum itu dijalankan.
100

 Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak 

pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah 

yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Seyogyanya para pencipta harus mampu memahami secara komprehensif 

tentang prinsip dalam hak cipta agar dapat bertindak secara hati-hati pada saat 

hendak akan mempublikasikan hasil ciptaanya agar tidak sampai dicuri atau dijiplak 

oleh pihak lain. Guna menghindari suatu yang tidak diinginkan, maka para pencipta 

perlu untuk mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.
101

  

Namun yang menjadi persoalan yakni terkait dengan Tracking yang 

dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekeyaan Intelektual. Tracking merupakan 

kegiatan untuk melacak suatu objek (barang).
102

 Dengan demikian Tracking 

merupakan bagian dari kegiatan dalam memantau dan memastikan keberadaan 

kebendaan berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari kegiatan tracking tersebut. 

Diretorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan Tracking apabila seorang 

pencipta atau pemegang hak cipta melakukan sebuah pencatatan terlebih dahulu ke 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga apabila sudah ada indikasi 
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pelanggaran hak cipta, maka kegiatan tracking dilakukan. Hal ini harus ada 

pelaporan terlebih dahulu ataupun pengaduan terhadap Direktorat Jendral kekayaan 

intelekt karena sifat pelanggarannya bagian dari pelanggaran tindak pidana. 

Sebagaimana disebutkan oleh bapak Ridsyal Riski Yogaswara tentang 

kegiatan tracking bahwa :
103

 

Tracking terhadap suatu karya cipta / hak cipta dapat dilakukan setelah 

pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaan di 

Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual. Pencatatan ciptaan dilakukan agar 

data terkait hak cipta atas suatu karya termuat dalam database Pangkalan 

Data Kekayaan Intelektual (https://pdki-indonesia.dgip.go.id/) sehingga 

dapat diakses oleh masyarakat umum. 

Menanggapi pernyataan diatas, maka perlu adanya penegasan yang konkrit 

terkait dengan peraturan perlindungan terhadap hak cipta yang baru diumumkan 

namun belum di catatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebab yang 

dilindungi dalam hak cipta bukanlah hanya hak ekonomi saja, akan tetapi terdapat 

hak moral yang juga wajib dilindungi karena sejatinya melekat pada diri sang 

pencipta. Jika tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual terkait dengan pelaksanaan Tracking masih menunggu adanya suatu 

pencatatan yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta serta menunggu 

adanya pelaporan pelanggaran hak cipta, maka hal ini sangat kurang efektif dalam 

penanganan dan penegakan hukumnya.  

Bagan dibawah ini, adalah penjeleasan terkait dengan alur ataupun proses 
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pengaduan pelanggaran hak cipta berbasis web di Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur :
104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan : Alur Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta 

Apabila seseorang atau badan hukum ingin melakukan pelaporan pelanggaran 

yang terjadi atas ciptaan yang sudah menjadi haknya, maka dapat melaporkan pada 

yang berwenang, yakni Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Sebagaimana diatur 

dalam Bab II tentang tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta tertuang 

dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pelanggaran hak cipta atau hak terkait dapat dilaporkan 

kepada menteri yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang 

hukum.
105

 Kemudia pelapor diperintah untuk melakukan atau mengisi formulir 
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Laporan Pelanggaran 
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penyidikan Dari Polda 

Jatim 

Petugas Mengirimkan 

Surat Rekomendasi 

Kepada Kominfo Untuk 

Melakukan Tindakan 

Terhadap Pelanggaran  

Petugas Mengirimkan 

Surat Rekomendasi 

Kepada Polda Jatim 

Untuk Melakukan 

Penyidikan 

Pelapor Menerima 

Pemberitahuan Terkait 

Dengan Kelengkapan 

Berkas 
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pengaduan yang sudah disediakan oleh petugas terkait. Setelah pelapor selesai 

mingisi formulis yang telah disediakan maka pelapor harus melampirkan identitas 

diri, berkas bukti kepemilikan hak cipta yang dimiliki dan bukti pelanggaran sebagai 

unsur pendukung atau alat bukti pada saat proses penyidikan.
106

  

Adapun seseorang atau badan hukum yang akan melakukan pelaporan 

pelanggaran atas hak cipta yang dimilikinya maka hanya dapat dilakukan oleh : 

a. Pencipta  

b. Pemegang hak cipta 

c. Pemilik hak terkait 

d. Pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait 

e. Lembaga managemen kolektif nasional  

f. Asosiasi yang mendapatkan kuasa hukum 

g. Pihak lain yang mendapatkan kuasa hukum.
107

 

Setelah seseorang atau badan hukum tersebut selesai melakukan pendaftaran 

laporan terkait pelanggaran maka segera diserahkan kepada petugas yang berwenang, 

maka laporan yang sudah diterima kemudian petugas melakukan sebuah verifikasi 

terhadap dokumen yang tercantum dalam pendaftaran. Proses ini, dilakukan 

maksimal selama 2 hari kerja. Apabila verifikasi selesai dilakukan oleh petugas 

terkait, maka pendaftar akan mendapatkan atau memperoleh pemberitahuan melalui 
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media email atau sms terkait dengan kelengkapan berkas yang sudah diverifikasi 

oleh petugas. Jika suatu misal pada saat proses verifikasi terdapat kekurangan berkas, 

maka petugas memberitahukan kepada seorang pendaftar untuk segera melengkapi 

berkas yang kurang dan dikirimkan melalui email : 

humaskanwiljatim@gmail.com.
108

 

Langkah selanjutnya apabila berkas laporan sudah dinyatakan lengkap, maka 

petugas kemudian menyerahkan berkas tersebut berserta surat rekomendasi kepada 

pihak yang berwenang, yakni Polda Jawa Timur untuk melakukan penyidikan atas 

laporan pelanggaran hak cipta tersebut.  

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang 

selanjutnya sudah familiar dikenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana). Adanya Undang-Undang ini untuk mewujudkan cita-cita 

hukum nasional, yakni memiliki  Undang-Undang hukum acara pidana baru yang 

memiliki kodifikasi dan unifikasi berdasar pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :
109

  

1. Penyidik adalah pejabat polisis negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

sebuah penyidikan. 

2. Penyidikan adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
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sesuai dengan cara yang sudah diataur di dalam undang-undang untuk mencari 

dan mengumpulkan bukti yang mana dengan adanya bukti tersebut dapat 

memberikan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Indonesia yang diberikan 

sebuah wewenang tertentu agar dapat melakukan tugas penyidikan sesuai aturan 

dalam undang-undang. 

Pengaturan mengenai penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara 

tindak pidana hak cipta telah ditegaskan di dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa : 

1. selain penyidik pejabat kepolisian negara Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu dilinkungan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang hukum diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagai mana telak 

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang hukum acara pidana 

untuk melakukan penyidikan tinda pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. 

2. Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang dalam melakukan : 

a. Pemeriksaan atas kebenaran suatu laporan atau keterangan yang berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait 

b. Pemeriksaan terhadap pihak ataupun badan hukum yang di duga melakukan 

tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait 

c. Permintaan sebuah keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait 
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d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait 

e. Penggeledehan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat sebuah barang 

bukti, pembukuan, pencatatan,dan dokumenlainyang berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait 

f. Penyitaan atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan 

barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam sebuah perkara 

tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

g. Permintaan keterangan ahli delam melaksanakan tugas penyidikan tidandak 

pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait 

h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, 

penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan 

penangkalan,terhadap pelaku tindak pidana di bisang Hak Cipta dan Hak 

Terkait 

i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di 

bidang Hak Cipta dan Hak Terkait 

3. Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta 

bantuan kepada penyidik pejabat kepolisian negara Indonesia 

4. Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya sebuah penyidikan 

kepada penuntut umum dan dan pejabat kepolisian negara Indonesia 

5. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
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disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian Negara 

Indonesia 

6. Dalam hal melakukan sebuah tindakan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf e 

dan huruf fpenyidik pegawai negeri sipil peminta bantuan penyidik pejabat 

kepolisian negara Indonesia.
110

 

Setetelah penyidikan selesai dilakukan, maka Polda Jawa Timur mengirimkan 

surat hasil dari penyidikan kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Jika hasil dari penyidikan 

tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran hak cipta atas ciptaan yang diajukan 

oleh pelapor, maka petugas akan memberitahukan hasil penyidikan kepada pelapor 

dalam tenggang waktu maksimal kurang lebih selama 2x24 jam. Apabila hasil 

penyidikan dari tim kepolisian menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap 

hak cipta, maka selanjutnya petugas dari Sub Bidang Kekayaan Intelektual akan 

mengirimkan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada kementerian Komunikasi 

dan Informasi untuk melakukan sebuah tindakan terhadap pelanggaran hak cipta 

tersebut.
111

 

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Jawa Timur tersebut sudah 

mencerminkan unsur penegakan hukum yang benar dan sepatutnya diperhatikan:
112

 

1. Rechtssicherheit (Kepastian Hukum) 
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Bagaimanapun keadaanya hukum harus senantiasa selalu dilaksanakan dan 

ditegakkan. Setiap orang mengharapkan adanya penerapan hukum diteteapkan 

sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan konkrit. Sebagaimana adagium hukum 

yang berbunyi Fiat Justicia Et Pereat Mundus (Sekalipun dunia akan runtuh, 

hukum harus tetap ditegakkan).Itulah yang sangat diinginkan dalam hak kepastian 

hukum. Kepastian hukum merupakan bagian dari pertanyaan yang sejatinya hanya 

dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.
113

 Kepastian hukum 

merupakan suatu perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dengan 

sewenang-wenang, yang berarti setiap orang akan dikenai sanksi hukum atas 

pelangaran yang sudah dilakukan. 

Kepastian hukum dalam hal ini, dapat dilihat dengan terbentuknya 

peraturan secara khusus yang mengatur tentang hak cipta yakni Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan maksud dan tujuan untuk 

melindungi segenap hak dan kepentingan yang dimiliki olen pencipta atau pemilik 

hak cipta. Adanya aturan itu, dan pelaksanaan dari aturan tersebut maka akan 

menimbulkan kepastian hukum.
114

 Meraknya kasus pelanggaran hak cipta yang 

terjadi terkait pelanggaran terhadap hak hak cipta, maka pemerintah melakukan 

sebuah upaya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengatasi 

dan menylelesaikan kasus pelanggaran tersebut dengan melibatkan kepolisisan 

sebagai penyidik dan pengadilan sebagai tempat untuk mengadili. Hal tersebut 

bagian dari polarisasi bentuk dari kepastian hukum yang diupayakan. 
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2. Zweckmassigkeit (Manfaat) 

Seluruh masyarakat pastinya mengharapkan sebuah manfaat dari 

peaksanaan atau penegakan hukum. Adanya hukum dibuat sejatinya untuk 

manusia, maka dalam unsur pelaksanaannya hukum harus memberikan manfaat 

bagi masyarakat, jagan sampai dengan adanya hukum yang dilaksanakan atau 

ditegakkan malah timbul keresahan di dalam masyarakat. 

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh adnya penegakan hukum 

mengenai dengan hak cipta yakni agar masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang 

berhungan dan memiliki kaitan dengan hukum kekayaan intelektual. Terutama 

terkait dengan hak cipta yang ruang lingkupnya sangat luas, sehingga sangat jauh 

berbeda dengan hak paten dan hak merek. Diharakan dengan adanya penegakan 

hukum tersebut, dapat memberikan kesejahteraan secara ekonomi kepada pencipta 

ataupun pemilik hak cipta sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan di 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

3. Gerechtigkeit (keadilan) 

Masyarakat selalu mengharapkan dalam penegakan dan pelaksanaan 

hukum keadilan harus selalu diperhatikan, karena sistem kenegaraan di indonesia 

ada satu prinsip yang selalu diagungkan dan di junjung yakni perinsip persamaan 

di depan hukum (Equality Before The Lawa). Benang merah yang dapat di ambil 

dari asas tersebut adalah memberikan penegasan bahwa kedudukan setiap warga 

negara sama didepan hukun bahkan tidak ada pengecualian. Artinya dalam hal ini, 

penegakan hukum terhadap semua warga negara memiliki tiket yang sama jika 
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dihadapkan dengan hukum. 

Unsur keadilan disini harus senantiasa dilaksanakan secara tegas sesuai 

dengan aturan yang berlaku kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran 

atau melanggar hak cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. 

Adanya aturan yang mengatur secara khusus dalam penindakan terhadap pelaku 

yang melakukan pelangaran terhadap karya cipta ini, telah memberikan rasa adil 

kepada pemilik hak cipta dan kemudakan juga memberikan efek jera kepada 

seseorang yang telah melanggar karya cipta seseorang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta diperoleh secara 

otomatis oleh seorang pencipta setelah kaya cipta selesai dibuat dan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

perundang undangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupuan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur tidak memiliki 

kewenangan untuk menetapkan hak cipta terhadap karya cipta, melainkan hanya 

memiliki kewenangan dalam pelayanan pencatatan hak cipta. Pencatatan ciptaan 

di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya bagian dari anggapan hukum 

saja atas suatu karya cipta yang sudah selesai dibuat. 

2. Upaya penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang 

pertama, yakni kegiatan tracking. Adapun kegiatan tracking terhadap suatu karya 

cipta dilakukan setelah seorang pencipta atau pemegang hak cipta melakukan 

pencatatan ciptaan dan/atau melakukan pelaporan pelanggaran hak cipta. Apabila 

berkas yang didaftarkan oleh pelapor dinyatakan lengkap, maka petugas 

menyerahkan berkas berserta surat rekomendasi kepada Polda Jawa Timu untuk 

melakukan penyidikan. Setelah Polda Jawa Timur selesai melakukan penyidikan, 

maka hasilnya dikirim kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. 
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B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang disesaikan oleh penulis maka ada 

beberapa saran adalah sebagai berikut : 

1. Seyogyanya pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Jawa Timur membuat aturan yang mengatur tentang penerapan prinsip deklaratif 

dalam pendaftaran hak cipta yang dikhususkan kepada pencipta karena aturan 

didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih sangat 

general, agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya sengketa pelanggaran hak 

cipta yang dapat merugikan pencipta. Dan kegiatan tracking terhadap karya cipta 

seharusnya jangan menunggu adanya laporan pelanggaran hak cipta dan menunggu 

adanya pencatatan hak cipta dulu, agar dalam hal mengapresiasi dan melindungi 

karya cipta yang dimiliki oleh pencipta menjadi semakin masif dan terstruktur dalam 

pemerolehan hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta. 

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur lebih baik 

jika melakukan sosialisasi yang isinya memberikan edukasi kepada masyarakat 

terkait dengan pemahaman tentang perlindungan hukum penerapan prinsip deklaratif 

dalam pendaftaran hak cipta yang sejatinya dimiliki oleh seorang pencipta yang 

sangat penting untuk diketehui oleh khalayak umum. Agar pencatatan sebuah karya 

cipta atau ciptaan tidak dijadikan sebuah alasan ataupun pembenaran dalam 

menentukan seseorang sebagai pencipta jika dalam pencatatan tersebut tidak dapat 

dibuktikan sebaliknya oleh pencipta aslinya. 
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Lampiran II : Daftar Pertanyaan dan Jawaban : 

Narasumber : Bapak Ridsyal Riski Yogaswara 

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Kantor Wilayah Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Serta Sub Bidang Pelayanan Kekayaan 

Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur?  

“Pasal 44 s.d 45 Permenkumham No.30 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” 

2. Apa Visi dan Misi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Jawa Timur?  

“Cek https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai.” 

3. Apa tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Jawa Timur serta Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil 

Kemenkumham Jawa Timur?  

“Pasal 45 Permenkumham No.30 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” 

4. Bagaimana struktur organisasi di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Jawa Timur? 

“Cek  https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi.”  

5. Apa makna Hak Dekraratif dalam Hak Cipta? 

“Deklaratif bukan merupakan suatu hak melainkan prinsip yang mendasari 

timbulnya hak cipta atas suatu karya cipta.  Prinsip deklaratif artinya artinya 

perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide 

telah diwujudkan dalam bentuk nyata / suatu sistem yang tidak mengharuskan 

adanya pencatatan.” 

6. Bagaimana Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Jawa Timur melakukan 

tracking terhadap Ciptaan yang baru di umumkan? Juga terhadap Ciptaan yang 

didaftarkan? 

“Tracking terhadap suatu karya cipta / hak cipta dapat dilakukan setelah 

pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaan di Direktorat 

https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai
https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi
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Jenderal kekayaan Intelektual. Pencatatan ciptaan dilakukan agar data terkait 

hak cipta atas suatu karya termuat dalam database Pangkalan Data Kekayaan 

Intelektual (https://pdki-indonesia.dgip.go.id/) sehingga dapat diakses oleh 

masyarakat umum.” 

7. Bagaimana Proses Pendaftaran Hak Cipta Sub Bidang Kekayaan Intelektual 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur ? 

“Apabila akan melakukan sebuah proses administrasi dalam pendaftaran hak 

cipta maka juga bisa dilakukan dengan cara online dengan menggunakan 

website yang sudah diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektual sebagai berikut https://www.dgip.go.id/. Apabila proses pendaftaran 

sudah dilakukan maka secara otomatis akan masuk kedalam server sistem 

pendaftaran disetiap wilayah ataupun provinsi masing-masing menyesuaikan 

dengan lokasi yang di input oleh pendaftar” 

8. Kapan Ciptaan tersebut dapat ditetapkan? Agar Perncipta mendapatkan Hak 

Cipta dan Hak Eksklusif. 

“Hak cipta timbul  setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, atau sejak 

suatu karya cipta dipublikasi, hal ini dikarenakan hak cipta timbul secara 

otomatis setelah dipublikasi ke khalayak umum (prinsip deklratif).” 

9. Siapa yang berhak menetapkan Hak Cipta?  

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kendati demikian seseorang dapat disebut sebagai 

pencipta atas suatu karya jika disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai 

Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; 

dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.” 

10. Siapa yang berhak mendapatkan Hak Cipta? Jika ada seorang  mempunyai suatu 

ciptaan yang baru di umumkan dan belum didaftarkan, namun ada pihak lain 

yang mendaftarkan karya cipta tersebut lebih dulu ke Dirjen Kekayaan 

Intelektual?  

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
https://www.dgip.go.id/
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“Pencatatan atas suatu Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu 

anggapan hukum atas suatu karya cipta. Suatu ciptaan tersebut meski sudah 

tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum. Dengan 

demikian, Hak Cipta tetap melekat kepada pencipta sejak dipublikasikan kepada 

khalayak umum, meskipun suatu karya tersebut belum dicatatkan.” 

11. Kenapa ditetapkan sebagai Pencipta? 

“Sebagaimana pasal 31 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan 

bahwa Seseorang dapat disebut sebagai pencipta atas suatu karya jika disebut 

dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan 

dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum 

Ciptaan sebagai Pencipta. Pada kondisi tertentu pencipta dan/atau pemegang 

hak cipta. Selain itu terdapat beberapa kondisi tertentu seseorang dapat 

ditentukan sebagai pemegang hak cipta/ pencipta sebagaimana diatur dalam 

pasal 33 s.d pasal 37 UU UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” 

12. Bagaimana prosedur penetapan Hak Deklaratif dalam pendaftaran Hak Cipta  

Oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Jawa Timur? 

“Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual  maupun Kantor Wilayah 

Kemenkumham Jawa Timur tidak menetapkan hak cipta terhadap suatu karya 

cipta,  karena hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya cipta 

dipublikasi tanpa harus ditetapkan oleh pihak manapun. Kewenangan 

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah 

Kemenkumham Jawa Timur bukan pada penetapan pencipta melainkan pada 

pelayanan pencatatan hak cipta.” 

 

13. Bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektual  Jawa Timur terhadap Ciptaan yang baru diumumkan dan belum 

didaftarkan?  

“Pasal 95 s.d pasal 105 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta” 
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14. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Direktorak Jendral 

Kekayaan Intelektual Jawa Timur terhadap Pemohon apabila terjadi sebuah 

sengketa? 

“Pasal 95 s.d pasal 105 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta.” 
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Lampiran 3 : Foto Dokumentasi Bersama Narasumber dan Pihak Terkait 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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Data Pribadi  

Nama : Moh. Ainul Yaqin  

Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuangi, 24 April 1998   

Jenis Kelamin : Laki-laki  

Agama : Islam  

Nomor Telepon & WA : 0878-3467-4223   

Email : yaqinainul419@gmail.com   

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas : Syariah 

Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

 

Pendidikan Formal   

No Tahun Lembaga / Instansi 

1. 2006-2011              Mmmmm     SDN 5 Kalibaru Manis  

2. 2011-2014 Mts Ummul Quro 

3. 2014-2017 MAS Ummul Quro 
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Pengalaman Organisasi 

No Tahun Lembaga/Instansi 

1 2019-2020 Pengurus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) 

Rayon Radikal Al Faruq  

2 2019-2020 Pengurus LADEC (Law Debate Community) 

3 2019-2020 Pengurus FKD MANTEK  

(Forum Komunikasi Diskusi Mahasiswa Intelektual) 

4 2019-2020 Pengurus FORKES (Forum Kajian Ekonomi Syariah) 

5 2019-2021 Student Crisis Center (SCC) Ulul Albab  

6 2019-2020 Pengurus FKMB (Forum Komunikasi Mahasiswa 

Banyuwang  

7 2020-2021 Pengurus FKMK (Forum Komunikasi Mahasiswa 

Kalibaru)  

 2020-2021 Pengurus DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

 

 

 

 


